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ABSTRAK

Fajrin, Nisa. 2026. Implementasi Aplikasi Masyarakat Seputar Informasi dan
Data dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar. Skripsi. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Sutrisno, M.Pd

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, ALMASIDA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang
mendorong digitalisasi pelayanan publik. Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar mengembangkan Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi dan Data
(ALMASIDA) sebagai inovasi pelayanan berbasis digital untuk mempermudah
masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan keagamaan. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi Aplikasi ALMASIDA
dalam peningkatan pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan
penghambat implementasinya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi
kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang
meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi ALMASIDA telah
dilaksanakan melalui tahapan komunikasi kebijakan kepada pelaksana, penyediaan
sumber daya manusia dan sarana pendukung, pelaksanaan pelayanan berbasis
digital sesuai prosedur, serta evaluasi layanan secara berkelanjutan. Implementasi
tersebut mampu mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi,
persyaratan, dan prosedur pelayanan secara daring sehingga pelayanan menjadi
lebih efektif, efisien, dan transparan.

Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan pimpinan, kompetensi sumber
daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, serta sistem
aplikasi yang mudah digunakan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi
rendahnya literasi digital masyarakat, sosialisasi aplikasi yang belum optimal,
integrasi sistem yang belum maksimal, serta belum tersedianya fitur login
pengguna, pelacakan status layanan, dan pengunduhan dokumen secara mandiri.



ABSTRAC

Fajrin, Nisa. 2026. Implementation of a Community Application for Information
and Data to Improve Public Services at the Ministry of Religious Affairs
Office in Blitar Regency. Thesis. Islamic Education Management Study
Program, Faculty of Islamic Education and Teacher Training, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Advisor: Dr. Sutrisno, M.Pd

Kata Kunci: Implementation, Public Service, ALMASIDA

This research is motivated by developments in information technology that are
driving the digitalization of public services. The Blitar Regency Ministry of
Religious Affairs Office developed the Public Service Application Regarding
Information and Data (ALMASIDA) as a digital-based service innovation to
facilitate public access to religious information and services. This study aims to
describe the implementation process of the ALMASIDA application to improve
public services and identify supporting and inhibiting factors in its implementation
at the Blitar Regency Ministry of Religious Affairs Office.

This research used a qualitative approach with a case study approach. Data were
obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed using
the Miles, Huberman, and Saldana model, which includes data condensation, data
presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the ALMASIDA implementation process has been carried
out through the stages of communicating policies to implementers, providing
human resources and supporting facilities, implementing digital-based services
according to procedures, and ongoing service evaluation. This implementation has
facilitated public access to information, requirements, and service procedures
online, resulting in more effective, efficient, and transparent services.

Supporting factors for implementation include leadership support, human resource
competence, the availability of information technology facilities and infrastructure,
and an easy-to-use application system. Meanwhile, inhibiting factors include low
digital literacy among the public, suboptimal application socialization, suboptimal
system integration, and the lack of user login features, service status tracking, and
independent document downloading.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Keberadaan internet,
komputer, perangkat seluler beserta media sosial Kini berperan penting dalam
kehidupan sehari-hari karena hampir setiap aktivitas bergantung pada keduanya.
Kemajuan tersebut memberikan pengaruh besar di hampir seluruh bidang,
termasuk sektor layanan publik. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai
tantangan, tetapi juga membuka peluang bagi pemerintah dan lembaga publik
untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat
memiliki harapan yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan publik di era
digital Mereka menginginkan kemudahan akses, proses yang efisien, serta
kesempatan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, masyarakat berharap dapat merasakan langsung manfaat
perkembangan teknologi dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam

berinteraksi dengan pemerintah dan berbagai lembaga publik.t

Dalam instansi keagamaan seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar, beragam layanan masyarakat diselenggarakan mulai dari pendaftaran
haji/umrah, pernikahan, pendidikan madrasah, hingga layanan keagamaan
lainnya. kebutuhan akan sistem layanan yang efisien dan responsif semakin
tinggi. Dalam era digital, aplikasi layanan masyarakat seperti Aplikasi Layanan

Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA) hadir sebagai wujud

! Wahyudi Mokobombang, Andi Riska, and Andreani Syafaruddin, “Dampak Perubahan
Layanan Publik Yang Disebabkan Oleh Teknologi Dan Media Sosial” 4 (2023): 348-59.



inovasi digital untuk memperbaiki akses, transparansi, serta mutu layanan publik
di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pengembangan Aplikasi
Layanan Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA) bertujuan untuk
memudahkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus selalu hadir secara

fisik, mempercepat proses layanan, serta mengurangi hambatan birokrasi.

Meskipun demikian, implementasi inovasi digital tersebut tidak otomatis
berjalan lancar. Sebagai contoh, penelitian di wilayah pesisir Cirebon
mengungkap kendala seperti kurangnya infrastruktur digital, kesiapan sumber
daya manusia, dan resistensi terhadap perubahan birokrasi yang menjadi
hambatan utama implementasi teknologi dalam pelayanan publik.? Penelitian
lain di Kabupaten Gresik juga menunjukkan bahwa struktur birokrasi dan
koordinasi antar bagian menjadi tantangan dalam penerapan birokrasi digital.®

Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA)
menyediakan berbagai layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam
mengakses layanan resmi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Melalui
fitur Lasumi, masyarakat dapat mengirim surat atau dokumen resmi secara
daring tanpa harus datang ke kantor, seperti permohonan kerja sama atau izin
kegiatan keagamaan. Fitur Layanan Informasi Resmi (LAFORMI) memfasilitasi
permohonan informasi resmi terkait program, kegiatan, atau data publik sebagai
wujud keterbukaan informasi. Selain itu, tersedia Layanan Konsultasi Resmi

(LAKONMI) sebagai layanan konsultasi daring dengan petugas Kementerian

2 Mohammad Rezza Fahlevvi and Zahra Agilah Dytihana, “Pemanfaatan Teknologi Dalam
Peningkatan Pelayanan Publik Di Daerah Pesisir Cirebon : Studi Kasus Di Sektor Administrasi Dan
Layanan Publik,” 2025.

3Andhi Rahmadi, “Implementasi Birokrasi Digital Dalam Pelayanan Publik Untuk
Mewujudkan Smart City Di Kabupaten Gresik,” Jisip Unja (Jurnal llmu Sosial llmu Politik
Universitas Jambi), 2025, 15-25.



Agama, serta Ladami yang mengarahkan pengguna ke website PPID untuk
permohonan data dan dokumen resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

Integrasi layanan ini membuat proses permintaan data lebih teratur,
transparan, dan sesuai prosedur hukum. Di luar layanan utama tersebut,
Almasida juga menyediakan berbagai layanan umum terkait bidang-bidang di
lingkungan Kementerian Agama seperti Bimas Islam, Pendidikan Madrasah
(PENDMA), Pendidikan Pondok Pesantren (PONTREN), Pais, Sekretariat, dan
Pensyar, termasuk layanan produk halal dan ekonomi syariah. Aplikasi ini turut
menyediakan informasi untuk agama-agama lain serta menu Humas untuk
kebutuhan publikasi kegiatan. Fitur Ruang Aspirasi memungkinkan masyarakat
menyampaikan kritik, saran, dan masukan sebagai bentuk partisipasi dalam

peningkatan kualitas layanan publik. °

Secara keseluruhan, Almasida merupakan wujud komitmen Kementerian
Agama Kabupaten Blitar dalam menerapkan inovasi digital. Sistem ini
dikembangkan untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018. Dengan adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
proses pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih modern, efisien, serta

berfokus pada peningkatan kepuasan masyarakat.

4 Kementerian Agama Kabupaten Blitar, “Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar

Informasi Dan Data,” n.d., https://almasida.kemenagkabblitar.id/.
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B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini dirangkum dalam beberapa rumusan masalah yang akan

dijawab oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana proses implementasi Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar
Informasi dan Data (ALMASIDA) dalam pelayanan publik di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Blitar?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Aplikasi Layanan
Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA) dalam pelayanan

publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusunn maka penelitian ini

memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses Implementasi Aplikasi Layanan
Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA) dalam peningkatan
pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

2. Untuk mendeskripsikan factor pendukung dan penghambat Implementasi
Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA)
dalam peningkatan pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Blitar

D. Manfaat Penelitian
Mengacu pada fokus penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi berbagai pihak dalam aspek-aspek berikut:



1. Aspek Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan
pengetahuan terkait penerapan sistem informasi manajemen berbasis web
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan memberikan kontribusi berupa gagasan dan perspektif baru
mengenai topik tersebut.
2. Aspek Praktis
a. Bagi Peneliti
Sebagai sarana latihan sekaligus kesempatan untuk memperdalam
wawasan dan pengalaman dalam riset sistem informasi manajemen
pelayanan, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan ilmiah.
b. Bagi Kantor Kementerian Agama
Dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar dalam mengoptimalkan pemanfaatan
aplikasi ALMASIDA. Melalui hasil penelitian ini, instansi dapat
mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan aplikasi tersebut, sekaligus
mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan yang dihadapi dalam
proses implementasinya.
c. Bagi Masyarakat
Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan terdorong untuk
berperan serta secara aktif dalam proses yang sedang dikaji. sehingga
tercipta hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan instansi

penyelenggara layanan publik.



d. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi rujukan serta bahan pembanding bagi
peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis, mengenai

implementasi inovasi digital di sektor pelayanan publik..

E. Orisinalitas Penelitian

Berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan
utama dalam penelitian ini. Pertama, Penelitian Sang Ayu Nyoman Sinta Dewi,
Komang Adi Sastra Wijaya, | Putu Dharmanu Yudartha dan Renny Savitri
(2023) yang berjudul “Transformasi Digital Inovasi Pelayanan Publik Aplikasi
JAKI dalam Mewujudkan Smart Government di DKI Jakarta” membahas
mengenai penerapan aplikasi JAKI di DKI Jakarta menunjukkan bahwa inovasi
digital mampu meningkatkan keterhubungan antara masyarakat dan
pemerintah melalui layanan terpadu yang efisien. Aplikasi ini dinilai berhasil
mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan. Fokus
penelitian ini berada pada konteks perkotaan dan penerapan sistem layanan
umum daerah, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada instansi
keagamaan di tingkat kabupaten dengan karakteristik layanan yang berbeda

seperti administrasi keagamaan, pendidikan, haji, dan kepegawaian.®

Kedua, Penelitian dari Siti Marfu’ah, Ana Kumalasari dan Ida Swasanti
(2024) yang berjudul “Digitalisasi Pelayanan Publik Ketidaksiapan
Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di

Bojonegoro” membahas mengenai digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten

® Renny Savitri, Universitas Udayana, and Jakarta Selatan, “Jurnal Ilmiah Administrasi
Publik ( JIAP ) Transformasi Digital Inovasi Pelayanan Publik Aplikasi JAKI Dalam Mewujudkan”
9, no. 3 (2023): 198-208.



Bojonegoro menunjukkan bahwa penerapan sistem layanan digital dapat
mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun,
penelitian tersebut menemukan bahwa kesiapan masyarakat dan sarana digital
yang masih rendah menjadi hambatan utama dalam penerapan layanan digital
di wilayah pedesaan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis
mengkaji secara spesifik implementasi aplikasi Almasida di Kementerian
Agama Kabupaten Blitar, dengan fokus pada fitur, proses penerapan, faktor

pendukung, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.’

Ketiga, Penelitian Yulinar Puluhulawa, Arifin Tahir dan Fenti Prihatini
Tui (2024) berjudul “Analisis Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (E-
Government) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo”
meneliti penerapan e-government di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
melalui sistem SISKOHAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem
tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan haji,
meskipun masih terdapat kendala terkait infrastruktur dan kemampuan sumber
daya manusia. Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada fokus
kajiannya. Jika penelitian Puluhulawa berfokus pada satu sistem di tingkat
provinsi, penelitian ini menelaah implementasi aplikasi Almasida di tingkat
kabupaten yang mencakup berbagai bidang layanan digital di lingkungan

Kementerian Agama, tidak terbatas pada pelayanan haji saja.®

7 Ana Kumalasari and Ida Swasanti, “Digitalisasi Pelayanan Publik Ketidaksiapan
Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro” 15
(2024): 271-83.

8 Arifin Tahir et al., “Analisis Pelayanan Publik Berbasis Inovasi ( E-Government ) Di
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Gorontalo,” no. 4 (2024).



Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No

Nama
peneliti, judul
penelitian,
jurnal, tahun

Persamaan penelitian

Perbedaan
penelitian

Orisinalitas

penelitian

1 | Sang Ayu, dkk | 1. Sama-sama meneliti | Penelitian Sang
Transformasi transformasi digital | Ayu dkk. fokus
Digital Inovasi dalam peningkatan | pada DKI Jakarta
Pelayanan pelayanan publik dengan aplikasi
Publik 2. Menggunakan JAKI, bersifat
Aplikasi JAKI metode kualitatif layanan publik
dalam umum dan
Mewujudkan perbedaan Lokasi
Smart Penelitian
Government di
DKI Jakarta
(2023)

2 | Siti Marfu’ah, 1. Sama-sama 1. Fokus pada
Ana membahas aplikasi
Kumalasari digitalisasi Identitas
dan Ida pelayanan publik. Kependudukan
Swasanti 2. Menggunakan Digital di
(2024) metode kualitatif Bojonegoro
Digitalisasi (konteks
Pelayanan kependudukan
Publik pedesaan).
Ketidaksiapan 2. Lokasi dan
Masyarakat subjek
Dalam penelitian
Penggunaan
Aplikasi
Identitas
Kependudukan
Digital di
Bojonegoro

3 | Yulinar 1. Sama-sama meneliti 1. Fokus pada
Puluhulawa, penerapan e- SISKOHAT
dkk government di di tingkat
Analisis lingkungan provinsi dan
Pelayanan Kementerian terbatas pada
Publik Agama. pelayanan
Berbasis 2. Menggunakan haji.

Inovasi (E- metode penelitian 2. Lokasi dan
Government) kualitatif subjek
di Kantor penelitian

Wilayah

Pada penelitian ini
mengkaji
implementasi
penerapan Almasida
sebagai aplikasi yang
mengintegrasikan
peayanan publik pada
Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Blitar




Kementerian 3. Teori
Agama Penelitian
Provinsi

Gorontalo

(2024)

Berdasarkan penelitian diatas, terdapat pembaharuan yang terletak pada
fokus kajian terhadap implementasi Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar
Informasi dan Data (ALMASIDA) sebagai inovasi pelayanan publik berbasis
digital di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Penelitian ini mengkaji
terkait proses implementasi aplikasi, faktor pendukung dan penghambat yang

memengaruhi pelaksanaannya.

F. Definisi Istilah
Istilah yang relevan dengan fokus penelitian ini didefinisikan sebagai

berikut.

1. Implementasi
Implementasi ialah rangkaian proses yang dilakukan untuk
memastikan suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sagar tujuan
yang telah ditetapkan dapat terwujud.®
2. Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi dan Data
Almasida merupakan singkatan dari Aplikasi Layanan Masyarakat
Digital, yaitu sebuah sistem layanan berbasis daring yang dikembangkan
oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar sebagai inovasi digital

dalam meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan publik.

® Muhammad Husni Rifqo, Ardi Wijaya, and Jurnal Pseudocode, “Implementasi
Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit” IV, no. September (2017): 120-28.




10

3. Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan kepada
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta yang diberi
wewenang oleh pemerintah, maupun pihak swasta secara mandiri. Layanan
tersebut dapat diberikan secara berbayar maupun tanpa biaya, dengan

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.°

G. Sistematika Pembahasan
Adapun penyajian penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab sebagai

berikut:

BAB I:  Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang atau konteks
penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas

penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini dibahas teori-teori yang relevan dengan
penelitian, meliputi konsep implementasi dan pelayanan publik, seperti
pengertian pelayanan publik, kualitas pelayanan, unsur-unsur pelayanan
publik, asas dan prinsip pelayanan publik, standar pelayanan, karakteristik
kualitas pelayanan, serta dimensi kualitas pelayanan. Selain itu, juga dijelaskan
teori mengenai aplikasi almasida, termasuk pengertian aplikasi, serta kerangka

berpikir penelitian.

BAB I1ll: Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam
penelitian, yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran peneliti, subjek penelitian, jenis data dan sumber data, instrumen

10 Muhammad Fitri Rahmadana et al., “Pelayanan Publik” (Yayasan Kita Menulis, 2020).



11

penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data,

serta prosedur penelitian.

BAB IV: Bab ini menyajikan data hasil penelitian secara rinci, dimulai
dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data sesuai fokus penelitian,

hingga pemaparan temuan-temuan yang diperoleh.

BAB V: Pada bab ini disampaikan analisis mendalam terhadap temuan
penelitian. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan

mengaitkan temuan dengan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB VI Terdiri dari kesimpulan penelitian yang ditulis secara ringkas
namun mencakup keseluruhan hasil penelitian. Serta saran untuk penelitian

selanjutnya atau pengembangan studi serupa di masa mendatang.



BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi bemakna sebagai
pelaksanaan atau penerapan,!! yaitu upaya untuk mewujudkan sesuatu yang
telah disepakati sebelumnya. Implementasi merupakan proses untuk
memastikan bahwa suatu kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan
menghasilkan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks sistem, implementasi
bertujuan untuk menyelesaikan rancangan yang telah disetujui, melakukan
pengujian, serta menyusun dokumentasi terkait program dan prosedur yang
diperlukan. Selain itu, proses ini juga memastikan bahwa seluruh pihak yang
terlibat mampu mengoperasikan sistem baru, serta menjamin bahwa
perpindahan dari sistem lama ke sistem baru berlangsung dengan tepat dan
lancar.

Dalam konteks manajemen, implementasi merupakan proses
pelaksanaan rencana atau strategi yang telah disusun agar dapat diterapkan
secara nyata dalam organisasi maupun perusahaan. Implementasi menjadi
tahapan penting dalam siklus manajemen karena berkaitan dengan upaya
menjalankan tujuan yang telah direncanakan. Proses ini mencakup empat
fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian

(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling).

11 Badan Pengembangan and Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI
Daring,” 2025, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi.

12
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Sedangkan Menurut Nurdin Usman dalam bukunnya, implementasi
adalah berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan
mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan sekadar melakukan
kegiatan, tetapi merupakan serangkaian langkah yang direncanakan dengan
jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.'2

Menurut pandangan Riplay dan Franklin implementasi merupakan
langkah operasional setelah kebijakan ditetapkan, yang di dalamnya
terkandung unsur pengesahan program, kebijakan, keuntungan, ataupun hasil
yang terukur secara nyata.'® Implementasi melibatkan serangkaian tindakan,
terutama oleh para birokrat, yang bertujuan untuk menjalankan program
tersebut.

Sementara itu menurut Grindle dalam Winarno juga menjelaskan
bahwa implementasi memiliki fungsi strategis sebagai jembatan antara tujuan
dan tindakan nyata pemerintah.4

Sementara, menurut George C. Edwards Il konsep implementasi
bertransformasi menjadi sebuah model kebijakan publik yang bercorak
hierarkis dari atas ke bawah (top down). Adapun nama yang disematkan pada
model tersebut adalah Direct and Indirect Impact on Implementation, yang
artinya Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung terhadap Implementasi.®
Menurut teori tersebut, ada empat faktor kunci yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya,

2.3 Nurdin and M B Usman, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum (Ciputat Pers,
2002), https://books.google.co.id/books?id=v2kaaaaacaaj.
13 Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus (Yogyakarta: Center For
Academic Publishing Service, 2012), him. 148.
14 Winarno, Kebijakan Publik ....., hlm. 149.
15 Subarsono, AG., Analisis Kebijakan..., him. 90
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disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling terkait dan

berdampak satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan. Dari sudut pandang

tersebut, berikut penjabarannya:

a)

c)

Komunikasi, Dalam implementasi kebijakan, komunikasi memegang
peranan yang tidak bisa diabaikan. Kunci utamanya terletak pada
kejelasan penyampaian tujuan, sasaran, dan langkah-langkah teknis
kepada para pelaksana. Dengan adanya komunikasi yang jelas, potensi
kesalahan eksekusi dapat ditekan secara signifikan. Jika visi dan sasaran
kebijakan tidak dipahami dengan baik oleh pihak yang harus
melaksanakannya, maka ada potensi terjadinya kesalahpahaman
Sumber Daya, Sumber daya merupakan faktor esensial dalam
implementasi kebijakan. Kebijakan yang dirumuskan dengan sangat baik
sekalipun akan sulit dijalankan tanpa dukungan sumber daya yang cukup,
dan pada akhirnya berpotensi gagal. Sumber daya yang dibutuhkan
mencakup staf pelaksana yang berkompeten, ketersediaan informasi,
serta fasilitas pendukung lainnya.

Disposisi, Sikap atau disposisi pelaksana kebijakan pada dasarnya
mengacu pada kemauan dan niat baik mereka untuk merealisasikan
kebijakan, serta dorongan psikologis yang menggerakkan mereka dalam
menjalankan kegiatan. Adapun dorongan motivasi ini memiliki tiga
komponen penting, yakni pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki,
kecenderungan arah respons yang diberikan oleh pelaksana terhadap

kebijakan, dan kadar intensitas dari respons itu sendiri.
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d) Struktur Biokrasi, merupakan struktur kelembagaan yang mengemban
tugas pelaksanaan program. Terdapat dua komponen di dalamnya, yakni
prosedur rutin atau standar operasi, serta fragmentasi (pembagian
kekuasaan ke dalam beberapa bagian). Berdasarkan seluruh uraian
sebelumnya, dapat ditarik benang merah bahwa implementasi adalah
proses penerapan kebijakan dan program yang dijalankan oleh organisasi
atau institusi, terutama lembaga negara. Proses implementasi ini juga
meliputi penyiapan segala sarana dan prasarana yang diperlukan agar
pelaksanaan kebijakan berjalan lancar dan pada akhirnya tujuan yang
diharapkan dapat tercapai secara efektif.

2. Sistem Informasi Manajemen
a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen merupakan paduan antara sistem,
informasi, dan manajemen yang ketiganya bekerja sama secara sinergis
dalam proses operasionalnya. Secara etimologis, kata sistem berasal dari
bahasa Yunani, yaitu "systema", yang mengandung makna adanya
keterkaitan antarkomponen secara teratur demi tercapainya suatu tujuan.
Dalam pengertian lain, sistem juga diartikan sebagai kumpulan unsur-unsur
yang saling berhubungan. Sebagaimana dikemukakan oleh A. Rapport
dalam Ety Rochaety, sekelompok elemen yang saling terkait dan saling
memengaruhi dalam satu lingkungan untuk meraih tujuan tertentu dapat

disebut sebagai sebuah sistem.’® Sejalan dengan pandangan Helmawati

18 Eti Rochaety and Pontjorini Rahayuningsih, “Prima Gusti Yanthi,” Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.



16

yang menyatakan bahwa sistem adalah segala hal yang saling terkait,
meliputi data dan komponen tertentu yang dikelola.'’

Dari pandangan tersebut, kita bisa merangkum pengertian sistem
secara umum sebagai berikut:
1) Sebuah sistem pasti terdiri dari beberapa unsur atau
2) Unsur-unsur itu saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain.
3) Ada tujuan tertentu yang menjadi sasaran dari seluruh unsur tersebut.

Sistem merupakan suatu kesatuan utuh yang lebih besar dibanding
sekadar kumpulan bagian-bagiannya

Berdasarkan pemahaman tersebut, suatu layanan bisa disatukan ke
dalam sebuah sistem, yang di dalamnya mencakup pengelolaan sistem
informasi yang biasa disebut sebagai subsistem. Inilah keuntungan utama
yang ditawarkan oleh SIM dalam mengelola berbagai layanan

Dalam sistem informasi manajemen, komponen kedua adalah
informasi. Untuk memahami esensi dari sistem informasi manajemen
pelayanan, kita perlu mempelajari definisi informasi terlebih dahulu, karena
hal tersebut akan menjadi pedoman bagi konsep yang akan diterapkan.

Menurut Sutabri, sistem merupakan produk yang dihasilkan dari
proses pengolahan data, dan produk ini dijadikan sebagai landasan dalam
mengambil keputusan. Sementara itu, fungsi utama dari informasi adalah
untuk memperluas wawasan serta menumbuhkan rasa yakin bagi pihak yang

menerimanya.'® Sementara menurut Samuel Elion, informasi itu adalah

17 parasuraman, Zeithaml, dan Berry, “A Conceptual Model Of Service Quality And Its

Implications For Future Research.”, 2014. https://doi.org/10.1177/00222429850490040, hlm. 13

18 Sutabri Tata, Sistem Informasi Manajemen (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), him. 23
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pernyataan yang menerangkan sebuah objek, tujuannya supaya objek
tersebut bisa dibedakan dari yang lainnya!® Gordon B. Davis memberikan
pengertian yang berbeda, yaitu informasi adalah data yang telah diolah
sehingga menjadi bentuk yang bermakna bagi si penerima, serta memiliki
nilai yang dibutunkan dalam pengambilan keputusan.?® Berdasarkan
pendapat para ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa informasi merupakan
hasil olahan data yang disusun menjadi bentuk yang lebih bermakna dan
mudah dipahami oleh orang lain. Tak hanya itu, informasi juga dapat
berfungsi sebagai acuan untuk menumbuhkan keyakinan bagi pihak yang
menerimanya
Seperti yang dijelaskan Salam dalam bukunya yang berjudul
Manajemen Insani Dalam Pendidikan, kata manajemen berasal dari dua
kata dalam bahasa Latin, yaitu manus yang artinya tangan, dan egere yang
artinya melakukan. Nah, ketika kedua kata ini digabung, maka muncullah
istilah manager yang mengandung makna 'menangani'.? Sondang P.
Siagian, seperti yang dikutip oleh Arikunto, berpendapat bahwa
manajemen itu merupakan seluruh rangkaian proses kerja sama yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan didasari pertimbangan yang
rasional, demi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.?
Sementara itu, menurut Zulkifli, jika dilihat dari sisi implementasinya,

manajemen merupakan sebuah proses yang meliputi komunikasi,

19 Eti, Rahayuningsih, dan Yanti, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan., him. 4

20 Eti, Rahayuningsih, dan Yanti., him. 4

21 Abdus Salam, “Manajemen Insani Dalam Bisnis,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

22 Suharsimi Arikunto and Lia Yuliana, “Manajemen Pendidikan,” Yogyakarta: Aditya
Media 11 (2008).
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hubungan, serta koordinasi antara sumber daya manusia, material, dan
teknik, dengan tujuan agar sasaran yang ingin dicapai bisa tepat dan
efektif.?2 Manajemen pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama. Kerja
sama ini harus melibatkan sekelompok orang supaya bisa selaras dengan
target yang ingin dicapai.

Gordon B. Davis mendefinisikan SIM sebagai integrasi antara
manusia dan mesin yang saling bekerja sama. Fungsinya adalah untuk
menyediakan informasi yang mendukung operasional, urusan manajemen,
dan juga proses ambil keputusan di sebuah organisasi.?* Menurut McLeod,
definisi lain dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah suatu proses
berbasis komputerisasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi
yang relevan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.?®

Frederick H. Wu, sebagaimana dikutip olen Ali & Wangdra,
menyatakan bahwa SIM merupakan kumpulan dari berbagai sistem yang
berfungsi menyediakan informasi bermanfaat untuk keperluan kegiatan
manajemen.?® Di buku yang sama juga, Barry E. Cushing menjelaskan
bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah gabungan dari sumber
daya manusia dan sumber daya organisasi yang digunakan untuk
mengumpulkan, mengolah, dan menghasilkan informasi yang mendukung

fungsi manajemen?’

23 AM Zulkifli, Manajemen Sistem Informasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). him. 59
24 Eti, Rahayuningsih, dan Yanti, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan., him. 12

25 Raymond McLeod Jr dan George P Schell, Sistem Informasi Manajemen, 10 ed. (Jakarta:
Salemba Empat, 2008).hIm. 12

26 Ali Hapzi Wandra Tonny dkk, Sistem Informasi Bisnis SI-Bis, 1 ed., vol. 8 (Jakarta: Badauose
Media, 2010) , him. 17

27 Wandra Tonny dkk., him. 17
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Berdasarkan pemahaman atas komponen-komponen yang telah
diuraikan sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa Sistem Informasi
Manajemen (SIM) merupakan suatu pendekatan yang bersifat terstruktur
dengan mengintegrasikan unsur teknologi, prosedur kerja, dan sumber
daya insani. Fungsinya adalah untuk menghimpun, menyimpan, mengatur,
dan memproses data guna menghasilkan informasi yang bernilai dan
mampu menunjang kelancaran kinerja organisasi.

Pada hakikatnya sistem informasi memiliki tiga aktivitas utama:
input, proses, dan output. Input berfungsi mengumpulkan data dari
berbagai sumber, proses mengolah data tersebut menjadi bentuk yang
lebih berguna, dan output menghasilkan informasi, laporan, serta grafik
yang siap diinterpretasikan oleh pengguna sesuai kebutuhannya.?

Ketiga aktivitas tersebut saling mendukung dalam sistem informasi
untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi berguna bagi
pengguna. Dengan demikian, sistem informasi manajemen menjadi
kebutuhan penting yang sangat berpengaruh dalam organisasi.

Manfaat Sistem Informasi Manajemen

Implementasi SIM memberi manfaat besar, terutama untuk

mencapai tujuan organisasi. Tubagus menyebutkan empat manfaat sistem

informasi: a) database mengurangi data ganda; b) data lebih cepat

28 Paul Eduard Sudjiman and Lorina Siregar Sudjiman, “Analisis Sistem Informasi

Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan,” TelKa 8, no. 2 (2018):

55-66.
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ditemukan; c) penyimpanan data lebih praktis; dan d) tersedia sistem untuk
mengelola data.?®
Implementasi SIM memberi manfaat yang erat kaitannya dengan
pencapaian target organisasi. Secara umum, manfaat SIM adalah sebagai
berikut, yaitu:
1) Mempermudah pekerjaanmanajerial
2) Membuat sistem informasi lebih teratur dan sistematis
3) Memperluas cakupan pengelola informasi
4) Mendorong perencanaan manajemen yang lebih strategis.
5) Pengolahan data bisa dilakukan dimana saja.
6) Mengelola informasi dalam organisas jadi lebih praktis.
7) Melacak atau mencari informasi lebih mudah.*
c. Karakteristik dan Unsur-Unsur Sistem Informasi Manajemen
Tata Sutabri dalam buku Sistem Informasi Manajemen menjelaskan
ciri-ciri SIM untuk mengenali keberadaannya di suatu organisasi sejak
awal, yaitu sebagai berikut:
1) Sistem informasi manajemen berperan sebagai sarana pendukung
bagi manajer dalam mengelola kegiatan operasional, menjalankan
fungsi pengendalian, serta menyusun perencanaan yang bersifat

strategis.

29 Munir Tubagus, “Sistem Informasi Manajemen Komputer: Managemen Informatioan
System Computer” (Manado: STAIN Manado Press, 2013).

% Amelia Balqis, “Urgensi Sistem Informasi Manajemen Arsip Berbasis Web Pada Surat
Masuk Dan Keluar Di MAN 1 Pasuruan” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,
2022).
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Sistem informasi manajemen dirancang khusus untuk menyajikan
laporan operasional harian yang berfungsi sebagai alat bantu dalam
melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Kinerja dan keberlangsungan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
sangat bergantung pada ketersediaan data internal organisasi serta
kelancaran alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
Sistem informasi memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas
analisis, karena tidak dirancang secara khusus untuk menyelesaikan
atau memprediksi permasalahan yang terjadi di masa lalu, sedang
berlangsung, maupun yang akan datang.

Sistem lebih berorientasi pada pengolahan data yang bersifat
historis atau data yang telah terjadi di masa lampau.

Sistem informasi manajemen cenderung lebih mengutamakan
pemanfaatan data yang berasal dari dalam organisasi (internal),
dibandingkan dengan data yang diperoleh dari luar organisasi
(eksternal).

Sistem informasi manajemen kurang memiliki tingkat keluwesan
yang tinggi, mengingat format dan jenis laporan yang dihasilkannya
telah ditentukan dan disiapkan sebelumnya.

Sistem informasi manajemen memerlukan proses perencanaan yang
sistematis dan matang, serta membutuhkan pertimbangan yang

mencakup jangka waktu yang relative panjang.
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3. Konsep Pelayanan Publik
a. Pengertian Pelayanan Publik

Amin menjelaskan bahwa pelayanan ialah aksi yang dilakukan oleh
individua tau kelompok guna memenuhi kebutuhan akan suatu layanan.3!
Sementara itu, Nurmadi mendefinisikan publik sebagai sekelompok orang
yang belum terorganisir namun memiliki ketertarikan pada suatu masalah
tertentu sehingga menciptakan publik.®?

Menurut Jumroh dan Jusri pelayanan publik merupakan sebuah
konsep sekaligus aktivitas yang bertujuan untuk memberikan layanan atau
menyediakan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat (citizen).*®

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa Kebutuhan yang dimaksud dapat
berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Barang mencakup
produk layanan yang dihasilkan oleh instansi, seperti dokumen
kependudukan. Jasa mencakup layanan yang diberikan secara langsung
kepada masyarakat, misalnya layanan pendidikan. Sementara itu,
pelayanan administratif meliputi proses-proses pengurusan dokumen,
perizinan, dan berbagai bentuk administrasi lainnya®*

Secara spesifik Moenir Moenir mengklasifikasikan pelayanan ke

dalam tiga kategori yang akan diuraikan sebagai berikut:*

31 Amin lbrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, Cet.1
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 4.

32 Achmad Nurmandi, Manajemen Pelayanan Publik (Yogyakarta: PT Sinergi Visi
Utama, 2010), 2

33 Jumroh and Yoga Jusri Pratama, Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan
Pengembangan, n.d.

3 “Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” n.d.,
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.
3 Moenir, Manajemen Pelayanan ...., hlm. 120-121
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1) Pelayanan dengan lisan, Pelayanan lisan adalah pelayanan yang
diberikan melalui komunikasi verbal secara langsung, meliputi
berbagai interaksi lisan antara pemberi dan penerima layanan.

2) Pelayanan dengan tulisan, pelayanan tertulis adalah layanan melalui
komunikasi tertulis, seperti surat, email, pesan teks, atau dokumen
lain. Bentuk layanan ini penting, terutama untuk komunikasi jarak
jauh antara konsumen dan produsen.

3) Pelayanan dengan perbuatan, Pelayanan perbuatan adalah tindakan
nyata penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Layanan ini melibatkan interaksi langsung, sehingga dapat
menimbulkan kepuasan pelanggan. Keahlian dan profesionalisme
dalam melaksanakan tindakan fisik ini sangat penting untuk
menjaga kualitas layanan dan memenuhi harapan pelanggan.

b. Unsur-unsur Pelayanan Publik
Unsur-unsur dalam proses pelayanan publik diperlukan sebagai
penunjang tercapainya kualitas pelayanan yang diharapkan. Menurut

Atep Adya Bharata dalam Suryanto, proses kegiatan pelyanan public

terdapat 4 unsur penting yaitu:3®

1) Penyedia Layanan
2) Penerima Layanan
3) Jenis Layanan

4) Kepuasan Pelanggan

% Bambang Suryantoro and Yan Kusdyana, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada
Politeknik Pelayaran Surabaya” 3, no. 2 (2020): 223-29.



24

Sedangkan menurut Kasmir dalam Suryantoro, menjelaskan

bahwa pelayanan public yang baik memiliki 9 unsur pelayanan publik®’

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

9

Tersedianya karyawan yang kompeten;

Adanya sarana dan prasarana yang memadai;

Memberikan tanggung jawab penuh kepada pelanggan sejak awal
hingga akhir proses layanan;

Mampu melayani secara cepat dan tepat;

Mampu berkomunikasi dengan baik;

Menjamin kerahasiaan setiap transaksi;

Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai;
Berupaya memahami kebutuhan pelanggan; dan

Mampu membangun kepercayaan pelanggan.

Pelayanan yang baik akan mampu meningkatkan kepuasan

masyarakat. Ketika pelayanan diberikan secara optimal, hal tersebut akan

berkontribusi pada peningkatan citra organisasi di mata publik. Citra

organisasi yang positif membuat setiap tindakan yang dilakukan

organisasi cenderung dinilai baik oleh masyarakat.®

c. Prinsip-prinsip pelayanan publik

Sampara Lukman dkk, menjelaskan bahwasannya penyusunan

standar pelayanan publik yang berkualitas harus berlandaskan pada enam

prinsip dasar pelayanan. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam

37 Suryantoro and Kusdyana.
Suryantoro and Kusdyana.3® Suryantoro and Kusdyana.
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merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pelayanan agar dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, yakni:

1)

2)

3)

4)

5)

Sederhana

Pelayanan publik harus disusun dengan cara yang mudah

dipahami dan tidak rumit. Prosedurnya dibuat seefisien mungkin
agar masyarakat dan petugas dapat melaksanakan pelayanan secara

cepat, tepat, dan mengarah pada kualitas pelayanan yang optimal.

Partisipasi

Pemerintah sebagai penyedia layanan perlu memastikan
bahwa masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses layanan
publik.
Akuntabel

Pemerintah sebagai penyedia layanan perlu memastikan
bahwa masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses layanan
publik. Selain itu, masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk
terlibat dalam pengembangan layanan, misalnya melalui
penyampaian kritik, keluhan, atau masukan ketika layanan dirasa
belum memuaskan.
Konsisten dan Berkelanjutan

Penyelenggara layanan harus menerapkan prosedur,
persyaratan, waktu, serta biaya pelayanan secara konsisten.
Transparansi

Transparansi berarti masyarakat dapat dengan mudah

memperoleh informasi terkait seluruh proses pelayanan.
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6) Keadilan

Prinsip keadilan memastikan bahwa semua masyarakat
memperoleh layanan yang setara, termasuk kelompok rentan seperti

penyandang disabilitas dan lanjut usia.

d. Standar pelayanan publik

Dalam pelaksanaan pelayanan, terdapat ukuran tertentu yang
wajib dipenuhi oleh pihak pemberi layanan. Ukuran tersebut dikenal
sebagai standar pelayanan publik. Menurut Zainal dkk dalam Rohman
dan Larasati, standar pelayanan publik mencakup beberapa unsur

berikut:3?

1) Prosedur Layanan, merupakan tahapan atau alur yang harus diikuti
oleh masyarakat dan petugas dalam proses pelayanan.

2) Waktu Penyelesaian, yaitu, batas waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu pelayanan dari awal hingga selesai.

3) Biaya Layanan, eliputi informasi mengenai besaran biaya yang harus
dibayarkan oleh masyarakat untuk memperoleh suatu layanan.

4) Produk Layanan,m erupakan hasil akhir yang diterima masyarakat
setelah proses pelayanan dilakukan. Produk ini bisa berupa dokumen,
keputusan, izin, atau bentuk layanan lainnya.

5) Sarana dan Prasarana, mengacu pada segala fasilitas yang digunakan

untuk mendukung kelancaran pelayanan, seperti ruang pelayanan,

3% Abd Rohman and Dewi Citra Larasati, “Standart Pelayanan Publik Di Era Transisi
New Normal” 10 (2020): 151-63, https://doi.org/10.33366/rfr.v.
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peralatan kerja, teknologi informasi, hingga fasilitas bagi
penyandang disabilitas.

6) Kompetensi Petugas Pemberi Layanan, merupakan kemampuan,
keterampilan, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas
dalam memberikan pelayanan. Petugas harus profesional,
berintegritas, dan memahami tugasnya agar pelayanan dapat berjalan
efektif dan berkualitas.

e. Kualitas Pelayanan
Menurut Moekijat dalam Setiawan menjelaskan pelayanan pada
hakikatnya merupakan kegiatan yang bisa berupa fisik (nyata) ataupun
non-fisik (abstrak), yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan melalui pemberian produk ataupun jasa. Dalam
pelaksanaannya, pemindahan kepemilikan atas barang/jasa tersebut
boleh terjadi, tetapi juga bisa tidak terjadi.*® Pasolong dalam bukunya

Teori Administrasi Publik, menyatakan bahwa pelayanan berkualitas

adalah kemampuan individu memberikan layanan sesuai standar yang

ditetapkan serta memenuhi kepuasan pelanggan.**

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa
kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baik organisasi memahami,
merencanakan, dan memberikan layanan, serta seberapa puas pelanggan

atas pengalaman mereka.

40 Bagus Setiawan dkk., “The Effect Of Service Quality On Indihome Customer
Satisfaction at PT. Telkom Akses Malang,” International Journal of Economics and Management
Research 1, no. 3 (2022), https://doi.org/10.55606/ijemr.v1i3.43, him. 103

41 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), him. 133
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Menurut Parasuraman Zeithaml, dan Berry, menyatakan bahwa

penilaian kualitas layanan dari sisi konsumen terdiri atas lima dimensi

yang didasarkan pada pendapat konsumen. Kelima dimensi tersebut

adalah:*?

1)

2)

3)

4)

5)

Tangibles (bukti fisik), mencakup fasilitas fisik kantor,
peralatan, penampilan karyawan, dan materi pendukung
(contoh: otomatisasi administrasi, ruang tunggu, pusat
informasi).

Reability (keandalan), yaitu kemampuan memberi pelayanan
yang konsisten dan dapat dipercaya.

Responsivess (daya tanggap), kesigapan membantu pelanggan
dan memberikan layanan secara cepat, tepat, serta sesuai
harapan.

Assurance (keyakinan), sikap ramah dan perilaku pegawai yang
membangun kepercayaan pelanggan.

Emphaty (kepedulian), sikap pegawai yang memahami
kebutuhan pelanggan dengan tegas namun tetap penuh

perhatian.

f. Faktor Penghambat Pelayanan Publik

Menurut Rahmadana dalam Mufasaroh Pelaksanaan pelayanan

publik terdapat beberapa hambatan, yaitu:*3

42 Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, “A Conceptual Model Of Service Quality And Its
Implications For Future Research.”, hlm. 45

4 Mufidatul Laila Mufassaroh, Tri Murwaningsih, and Anton Subarno, “Faktor-Faktor
Yang Menghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Widodaren Kabupaten
Ngawi Pendahuluan” 7, no. 4 (2023): 298-305.
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1) Sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi dan
profesionalisme yang memadai.

2) Rendahnya responsivitas terhadap keluhan atau kebutuhan
masyarakat.

3) Minimnya penyebaran informasi sehingga masyarakat kurang
memperoleh informasi yang diperlukan.

4) Prosedur yang terlalu birokratis sehingga proses pelayanan
terutama yang berkaitan dengan perizinan menjadi rumit dan
memerlukan waktu lebih lama.

5) Kurangnya koordinasi antarsatuan atau unit pelayanan yang
berkaitan.

Sementara  menurut  Moenir  dalam  Muyasaroh
mengemukakan bahwa faktor penghambat pelayanan meliputi:**
1) Faktor organisasi, yaitu sistem, prosedur, serta metode kerja
yang diterapkan dalam organisasi.
2) Faktor kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum
optimal.
3) Faktor sarana pelayanan yang belum memadai untuk
mendukung pelaksanaan pelayanan secara efektif.
4. Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi dan Data
a. Pengertian Aplikasi Almasida
Menurut Huda dan Priyatna Aplikasi dapat diartikan sebagai suatu

program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem

4 Mufassaroh, Murwaningsih, and Subarno.
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tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan
oleh manusia®*. Sedangkan Menurut Ali Zaki dan Smitdev Community
dalam Huda dan Priyatna, Aplikasi merupakan komponen yang
bermanfaat sebagai media untuk menjalankan pengolahan data ataupun
berbagai kegiatan lainnya seperti pembuatan ataupun pengolahan
dokumen dan file.*

Pembuatan aplikasi umumnya disesuaikan dengan kebutuhan
pengguna, sehingga menghasilkan karakteristik serta model yang
beragam. Dalam pengembangannya, aplikasi harus melalui sejumlah
tahapan, dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, penulisan
kode, pengujian, hingga tahap implementasi.*’

Dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan perangkat lunak yang
berfungsi membantu berbagai aktivitas manusia, khususnya dalam
pengolahan data dan pembuatan dokumen. Pengembangannya harus
disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga bentuk dan fungsinya
dapat beragam. Selain itu, proses pembuatan aplikasi dilakukan melalui
beberapa tahap, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi.

Aplikasi Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA)

merupakan sebuah aplikasi layanan masyarakat yang dikembangkan oleh

45 Baenil Huda and Bayu Priyatna, “Penggunaan Aplikasi Content Manajement System
(CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce” 1, no. 2 (n.d.): 81-88.

46 | bid

47 Arkaan Nurul Tman And Tri Astoto Kurniawan, “Pengembangan Aplikasi Untuk
Mengukur Reusability Perangkat Lunak Menggunakan Object-Oriented Metric,” Jurnal
Pengembangan Tecnologi Informasi Dan llmu Komputer 5, No. 12 (2021): 5468-74.
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Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar sebagai upaya dalam
meningkatkan mutu serta efisiensi pelayanan publik®.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat
terhadap berbagai kebutuhan informasi, data, maupun dokumen yang
berkaitan dengan layanan di lingkungan Kementerian Agama. Melalui
Aplikasi Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA), proses
pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terstruktur,
sehingga masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada prosedur manual
yang cenderung memakan waktu. Selain itu, aplikasi ini juga menjadi
sarana digitalisasi layanan, yang mendukung peningkatan kualitas

pelayanan berbasis teknologi informasi.

B. Perspektif Teori dalam Islam

1.

Implementasi dalam Prespektif Islam
Dalam Islam, implementasi dikaitkan dengan pelaksanaan amanah
(al-amanah), yakni menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan yang
benar dan adil. Implementasi dipandang sah apabila dilakukan secara
jujur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
QS. An-Nisa’ ayat 58
Vi 0l &% Jindly 1 4833 o el (i ahaa 1315 b ) T 16358 o 83 44t &
e e 518 2 &Ry g
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah

48 Blitar, “Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi Dan Data.”
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memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*°

Menurut Ibn Katsir, ayat ini mencakup seluruh bentuk amanah, baik
yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan,
maupun tanggung jawab sosial. Pelaksanaan amanah berarti menjalankan
ketentuan secara tepat dan adil sesuai syariat.*

Dalam Bahasa Arab, Dalam bahasa Arab, pelaksanaan dikenal dengan
istilah “at-taujih ” yang memiliki arti mengarahkan dan menggerakkan. Istilah
ini berkaitan dengan proses memberikan arahan agar suatu kegiatan dapat
berjalan sesuai tujuan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam firman Allah Swt.

pada Surah Al-Bagarah ayat 213 sebagai berikut:

PR BT /La)\’f/f’i’,édo a%s . 0 vaos 1w Gawl sy ;,,Z%, PR P R S
a3 Bally ISl agaa I35 (i pdiay Crdins () Al Gl Baa) 3 44) Guldl (1S

A0 ks ol agala Lo g dye 83530 0001 ) A ) Loy 438 ) L (ol (i
pi Jl e ) $UES (ia cond 4003 400ty (3 Cha 438 ) 3R WAl ) 3l G g3
Artinya: “Manusia itu adala umat yang satu Manusia itu (dahulunya)
umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah
mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan.
Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk
memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka
perselisihkan™.
Avyat tersebut menunjukkan bahwa Allah mengutus para nabi sebagai

pembimbing dan pemimpin bagi umat manusia agar mereka berjalan sesuai

dengan jalan yang telah ditetapkan-Nya. Ayat ini juga menggambarkan bahwa

49 «“Surat An-Nisa Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU
Online,” accessed September 29, 2025, https://quran.nu.or.id/an-nisa/58.
%0 |bn Katsir, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azhim, (Riyadh: Dar Thayyibah), Jilid 2, him. 302.



https://quran.nu.or.id/an-nisa/58

33

seorang pemimpin perlu memberikan motivasi kepada para pengikutnya
melalui penyampaian kabar baik atau dorongan positif.

Dalam praktik manajemen, bentuk motivasi tersebut dapat berupa
pemberian penghargaan, pujian, maupun bonus kepada karyawan atau
bawahan. Tujuannya adalah agar mereka merasa dihargai, lebih percaya diri
dalam bekerja, serta terdorong untuk melaksanakan tugas dengan baik
sehingga visi, misi, dan tujuan organisasi dapat tercapai

2. Pelayanan Publik

Grskiig aoadl el faa) 95 A8 ¥ @agd Vs a1 5a0 S ¥y a1 3ha5 ¥ 1 el Gl il
O ploAd il e ak5ha G a3h Gl akia 55 ¥ ) sildalald AEA 131550 3 5 ag) a Siad
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‘ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”>!

Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini mengharuskan manusia bekerja sama
dalam hal yang membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Pelayanan publik

termasuk bagian dari bentuk tolong-menolong tersebut.>?

51, Surat Al Maidah Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU
Online,” accessed September 29, 2025, https://quran.nu.or.id/al-maidah/2.

52 Al-Tabari, Jami’ al-Bayan fi Ta 'wil Ay al-Qur’an, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah),
Jilid 8, him. 52-53.
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C. Kerangka Berpikir

Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi Dan Data (ALMASIDA) dalam
Peninngkatan Pelayanan Publik Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

v
/ Faktor pendukung \

.
4 )

Implementasi dan penghambat
Aplikasi Layanan Implementasi
Masyarakat Seputar Aplikasi Layanan
Informasi dan Data Masyarakat Seputar

(Almasida) dalam
peningkatan
pelayanan publik di
Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Blitar
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Informasi dan Data
(Almasida) dalam
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pelayanan publik di
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Agama Kabupaten

\ Blitar /

Teori menurut

1. Implementasi

(George Edwards I11)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar




BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan kualitatif. Menurut
Subandi, penelitian kualitatif bertujuan buat mengetahui sebuah peristiwa atau
hubungan sebab-akibat yang kedapatan, dengan memberi perhatian atas
prosedur yang berjalan selama penelitian.>® Sementara itu, Strauss dan Corbin
menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang menekankan pada
bagaimana peneliti menafsirkan dan memaknai data-data yang tidak bisa diukur
secara pasti.>* Penelitian memakai data deskriptif agar mendapatkan pemahaman
yang lebih jelas dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Menurut Moleong, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk
memahami dan menggambarkan suatu fenomena berdasarkan kondisi yang
terjadi di lapangan secara alami.>® Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif
kualitatif digunakan untuk menggambarkan implementasi ALMASIDA dalam
pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar secara
mendalam berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dipilih sebagai lokasi

penelitian karena instansi ini sedang mengembangkan aplikasi Almasida sebagai

%3 Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Erlina Hidayati, 1st ed. (Surakarta:
Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006).

54 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Patta Rapanna, 1st ed.
(Makassar: CV.syakir Media Press, 2021).

%5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2017), him. 6.
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bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital. Hal ini menjadikan kantor
tersebut relevan untuk dikaji terkait efektivitas dan kualitas penerapannya.
Selain itu, ketersediaan data serta akses informasi yang cukup memadai
mendukung pelaksanaan penelitian. Karakteristik masyarakat Blitar yang
beragam juga menjadi alasan tambahan yang membuat lokasi ini layak dijadikan
objek penelitian. Adapun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
berlokasikan di Jalan Ahmad Yani No. 103, Sananwetan, Kota Blitar.

Berdasarkan data yang diperoleh, layanan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar berlangsung pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat.
Meskipun terdapat sedikit perbedaan terkait jam operasional, secara umum
pelayanan mulai dibuka sekitar pukul 08.00-09.00 WIB dan ditutup pada pukul
15.00-16.30 WIB.
. Kehadiran Peneliti

Zuchri menjelaskan bahwa penelitian lapangan mewajibkan peneliti

berada langsung di tempat penelitian untuk kurun waktu yang relatif panjang
agar dapat memahami situasi dan mengumpulkan data secara maksimal.*® Dalam
penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan melalui kegiatan observasi
dan wawancara. Keterlibatan langsung tersebut membantu peneliti memahami
fenomena yang diteliti secara lebih mendalam. Oleh karena itu, proses
pengumpulan data harus dilakukan sendiri oleh peneliti dan tidak dapat

diwakilkan kepada orang lain.

% Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif.
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D. Subjek Penelitian

Fitrah dan Luthfiyah mengatakan subjek penelitian ialah perseorangan
yang mewariskan informasi ataupun data terhadap peneliti terkait fokus
penelitian (informan).>” Sedangkan menurut Moeloeng, subjek penelitian adalah

informan. Informan adalah “orang dalam” pada latar penelitian®®

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu
purposive sampling dan snowball sampling. Pada dasarnya, sampel yang baik
adalah sampel yang mampu menggambarkan karakteristik populasi secara luas.
Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif, banyaknya jumlah sampel bukan
menjadi hal utama, karena penelitian lebih menekankan pada kedalaman serta
kelengkapan informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, meskipun jumlah
sampel sedikit, apabila data yang diberikan kaya dan sesuai dengan kebutuhan
penelitian, maka sampel tersebut tetap memiliki nilai yang penting.

Purposive sampling merupakan teknik penentuan informan yang
dilakukan dengan memilih orang-orang tertentu berdasarkan pertimbangan
peneliti. Informan dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, dan
memiliki informasi yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat
membantu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.

Peneliti memilih menggunakan teknik purposive sampling karena pada
awalnya peneliti berencana mewawancarai perwakilan dari setiap seksi bidang
yang ada. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa setiap

seksi memiliki informasi yang berkaitan dengan implementasi aplikasi

57 Muh Fitrah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi
Kasus, ed. Ruslan, 1st ed. (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).
% | exy J Moleong and Tjun Surjaman, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2014.
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Almasida. Namun, setelah melakukan wawancara awal dengan pihak humas,
peneliti memperoleh informasi bahwa tidak semua seksi bidang memahami

secara mendalam terkait implementasi aplikasi Almasida.

Berdasarkan informasi tersebut, pihak humas kemudian menyarankan
beberapa informan yang dianggap lebih memahami dan terlibat langsung dalam

penggunaan maupun pengelolaan aplikasi Almasida yaitu:

1. Kepala Sub Bagian yakni Dr. Syaikul Munib, M.Ag: memberikan
penjelasan mengenai kebijakan, tujuan, dan pelaksanaan Almasida dalam
pelayanan.

2. Operator atau Admin ALMASIDA, Bapak Musoim: menyampaikan
informasi tentang cara kerja aplikasi, proses penginputan data, serta kendala
teknis yang dihadapi.

3. Ibu Axelda Martha, S.Pd: menjelaskan bagaimana aplikasi digunakan dalam

kegiatan pelayanan sehari-hari serta dampaknya terhadap pekerjaan mereka.

E. Data dan Sumber Data

Peneliti memperoleh data dari beberapa sumber, sesuai dengan
kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab rumusan masalah. Sumber
data tersebut berupa dokumen, laporan, hasil wawancara, maupun sumber lain
yang esensial dengan topik penelitian. Secara umum, data yang digunakan
dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.>®
Pemilihan sumber data dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan dan

tujuan penelitian yang ingin dicapai.

%9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, ed. Sutopo, 5th ed.
(Bandung: Alfabeta, 2018).
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1. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah data yang diperoleh peneliti
secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan penelitian di lapangan.®°
Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama di
lapangan. Data tersebut didapat melalui observasi terhadap penggunaan
ALMASIDA dalam proses pelayanan, serta melalui wawancara dengan
pejabat terkait, operator aplikasi, petugas pelayanan, dan masyarakat yang
menggunakan layanan tersebut. Data primer ini memberikan gambaran
nyata mengenai pelaksanaan Almasida, tingkat efektivitas aplikasi dalam
mendukung pelayanan, serta berbagai kendala yang muncul selama
penerapannya.

2. Data Sekunder

Wahidmurni mengatakan data sekunder ialah data yang diperoleh
dari dokumen atau catatan yang sudah tersedia sebelumnya. Data ini
bersumber dari data primer yang telah dikumpulkan lebih dahulu dan
biasanya berupa berbagai bentuk dokumentasi terkait objek penelitian.®
Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung yang sudah
tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data tersebut meliputi dokumen
resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, seperti laporan
pelaksanaan layanan, arsip kebijakan, petunjuk teknis penggunaan
ALMASIDA, serta data statistik terkait pelayanan. Selain itu, data
sekunder juga mencakup berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dan

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan layanan publik dan

80 Sugiyono.
61 Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,” 2017, 1-17.
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penggunaan teknologi informasi. Seluruh data ini berfungsi untuk
melengkapi temuan di lapangan dan memberikan dasar teori yang

memperkuat analisis penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan berbagai
teknik dan memanfaatkan beragam sumber informasi. Data utama diperoleh dari
ucapan dan perilaku para informan yang diamati atau diwawancarai. Selain itu,
data tambahan dapat berupa foto, data statistik, dokumen, maupun sumber
tertulis lainnya yang mendukung kebutuhan penelitian.®? Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh berbagai
informasi dan data yang relevan. Beberapa teknik yang diterapkan antara lain
sebagai berikut:
1. Observasi
Harahap  mendeskripsikan ~ observasi ~ sebagai  kegiatan
mengumpulkan data dan informasi secara langsung maupun tidak langsung
melalui pengamatan.®®
2. Wawancara
Sugiyono mendeskripsikan wawancara ialah teknik pengumpulan
data yang melibatkan dialog interaktif (tanya jawab) antara peneliti dan
partisipan penelitian. Esterberg dalam Sugiyono menjelaskan bahwa
wawancara memiliki beberapa jenis, yaitu:®*

a. Wawancara terstruktur

62 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
83 Nursapia Harahap, “Penelitian Kualitatif,” 2020.
84 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
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Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data di mana
peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai
pedoman sebelum bertemu dengan informan.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara ini lebih fleksibel dikarenakan tidak sepenuhnya
bertumpu pada pedoman pertanyaan. Tujuannya agar informan dapat
mewariskan jawaban yang lebih luas dan terbuka.

c. Wawancara tak terstruktur

Pada wawancara ini, peneliti tidak membuat pedoman

pertanyaan secara sistematis. Biasanya dipakai agar memperoleh

informasi awal terkait penelitian.

Peneliti memakai wawancara terstruktur agar memperoleh informasi
yang dibutuhkan serta merekam seluruh proses wawancara. Wawancara
dilaksanakan kepada narasumber kunci agar memperoleh data yang relevan
dengan topik penelitian. Informan tersebut meliputi operator aplikasi
Almasida, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta dua pegawai
kantor. Wawancara ini bertujuan agar memahami bagaimana pelaksanaan
aplikasi Almasida dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk
memperoleh gambaran mengenai hasil pelaksanaan aplikasi tersebut.

3. Dokumentasi
Harahap memaparkan penelitian kualitatif tidak hanya berfokus
pada berbagai faktor sosial dalam kehidupan masyarakat, akan tetapi juga

dapat memanfaatkan berbagai bentuk dokumen, seperti bahan bacaan,



42

rekaman audio, maupun materi audiovisual.®® Oleh karenanya,
dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan
memperkaya informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Jenis dokumentasi yang dimanfaatkan oleh peneliti meliputi: Profil
singkat instansi, Visi serta Misi instansi, Struktur organisasi, serta dokumen
lain yang relevan dengan fokus penelitian terkait Implementasi Aplikasi
Masyarakat Seputar Informasi dan Data dalam Peningkatan Pelayanan

Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

G. Pengecekkan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif.

Menurut Moleong, terdapat delapan cara yang dapat digunakan untuk

memastikan keabsahan data, yaitu triangulasi, pengecekan kepada informan,

ketekunan dalam melakukan pengamatan, diskusi atau pemeriksaan dengan

rekan sejawat, memperpanjang waktu Kketerlibatan peneliti di lapangan,

memberikan uraian secara mendetail, menggunakan referensi yang memadai,

serta mencari dan mengkaji kasus negatif.®® Untuk memastikan keabsahan data,

peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi dalam

menguji kredibilitas data dilakukan melalui tiga aspek, yaitu:®’

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keakuratan data

dengan cara mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber,

1995.

8 Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif, ed. Hasan Sazali (Wal ashri Publishing, 2020).
% Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja RosdaNarya),”

67 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
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kemudian membandingkan hasilnya. Peneliti menelaah persamaan dan
perbedaan informasi tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang paling
tepat dan sesuai dengan fokus penelitian.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa
metode pengumpulan data pada satu sumber informasi. Misalnya, peneliti
melakukan wawancara, observasi langsung, dan menelaah dokumen
sekaligus untuk memvalidasi kebenaran data. Jika terdapat perbedaan hasil,
peneliti perlu melakukan analisis lebih lanjut hingga diperoleh data yang
benar-benar akurat. Penelitian dinilai kuat apabila data dari berbagai teknik
menunjukkan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada
waktu yang berbeda untuk melihat apakah informasi yang diberikan tetap
konsisten. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil wawancara,
observasi, atau dokumentasi tidak berubah secara signifikan meskipun
dilakukan pada waktu yang berlainan, sehingga data dapat dinyatakan

valid.

H. Analisis Data
Miles, Huberman, dan Saldana, menjelaskan analisis data kualitatif
ialah proses yang berlangsung secara terus-menerus dan saling berkaitan
sampai peneliti mencapai titik jenuh data. Dalam proses ini, peneliti menata
serta mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber. Tahapan

analisis dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, reduksi
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data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Alur analisis kualitatif

menurut Miles tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:®

Pengumpulan Penyajian

Data Data

Kesimpulan
Kondensasi atau
Data Verivikasi

Gambar 3.1. Analisi Data Menurut Miles, Huberman, Saldana

Komponen Analisis Data Menurut Miles, Huberman dan Saldana

1. Pengumpulan Data
Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Keberhasilan analisis bergantung pada
kemampuan peneliti dalam menyatukan serta memahami data yang
terkumpul. Peneliti terlebih dahulu melaksanakan pengamatan umum
terhadap situasi sosial atau objek penelitian untuk mendapat gambaran

awal.

8 Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldafia, “Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd” (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014).
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2. Kondensasi Data
Kondensasi data ialah proses menyederhanakan data yang masih
mentah melahirkan informasi yang lebih terarah dan bermakna. Peneliti
melakukan prosedur seperti wawancara, pengumpulan dokumen, serta
penelaahan transkrip untuk menentukan fokus penelitian yang relevan.
3. Penyajian Data
Penyajian data adalah tahap mengatur informasi secara sistematis
agar memudahkan peneliti memahami fenomena yang diteliti. Data tidak
hanya disampaikan secara naratif, tetapi juga dapat ditampilkan dalam
bentuk bagan, tabel, grafik, atau matriks sesuai kebutuhan penelitian agar
lebih mudah dianalisis.
4. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data
yang bertujuan memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian,
khususnya terkait implementasi aplikasi Almasida dalam pelayanan publik
di Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kesimpulan yang dihasilkan
membantu memperjelas aspek-aspek penelitian yang sebelumnya belum

dipahami secara mendalam.

I. Prosedur Penelitian
Strauss dan Corbin menjelaskan prosedur penelitian kualitatif memiliki
sifat fleksibel yang memungkinkan adanya modifikasi dari rencana awal.

Meskipun demikian, peneliti diwajibkan untuk tetap merancang tahapan
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kegiatan yang sistematis. Secara umum, penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga

fase utama.®®

1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, peneliti mulai merancang penelitian mengenai
implementasi aplikasi Almasida dalam pelayanan publik di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi penelitian
dilakukan setelah meninjau kesesuaian tempat tersebut dengan fokus
penelitian. Selanjutnya, peneliti mengurus perizinan untuk dapat
mengakses lokasi penelitian, melakukan kegiatan pra-penelitian, dan
menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan selama proses
penelitian berlangsung.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap selanjutnya, peneliti turun langsung ke lapangan untuk
mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap
proses pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana aplikasi Almasida
digunakan. Wawancara mendalam dilakukan dengan operator aplikasi
Almasida, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, serta beberapa
pegawai lainnya yang terlibat dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selain
itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti
profil kantor, data penggunaan aplikasi Almasida, dan arsip lainnya yang

berkaitan dengan penelitian.

89 J Corbin and A Strauss, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures
for Developing Grounded Theory (SAGE Publications, 2014),
https://books.google.co.id/books?id=hZ6KBQAAQBAJ.
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3. Tahap Penyelesaian

Di tahap akhir, peneliti menjalankan analisis terhadap data yang
diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dimulai
dengan proses reduksi data, yaitu menyeleksi, memfokuskan,
menyederhanakan, dan mengorganisasi data awal menjadi informasi yang
sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data yang telah direduksi
disajikan dalam bentuk deskripsi untuk memperoleh gambaran yang lebih
jelas dan terstruktur. Proses analisis ini kemudian diakhiri dengan
penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas fokus penelitian, sesuai dengan

pedoman penulisan skripsi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1.

Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar merupakan instansi
pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik
Indonesia dan bertugas menyelenggarakan pelayanan serta pembinaan di
bidang keagamaan kepada masyarakat. Kantor ini berlokasi di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar, tepatnya di Jalan Ahmad Yani
Nomor 103, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur.
Lokasi kantor yang berada di pusat kota memudahkan masyarakat dalam
mengakses berbagai layanan yang disediakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Blitar memberikan berbagai layanan publik di bidang
pendidikan madrasah, penyelenggaraan haji dan umrah, bimbingan
masyarakat Islam, pendidikan agama dan keagamaan, serta layanan
administrasi lainnya. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,
kantor ini beroperasi pada hari Senin sampai Sabtu dengan jam pelayanan
mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB. Masyarakat yang membutuhkan
informasi maupun layanan dapat menghubungi kantor melalui nomor
telepon (0342) 801221. Kementerian Agama Kabupaten Blitar adalah salah

satu instansi pemerintahan yang berlokasi di wilayah Kota Blitar
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2. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Kementerian Agama Republik Indonesia, yang pada masa awal
berdirinya dikenal sebagai Departemen Agama, merupakan produk nyata
dari dinamika perjuangan pasca-kemerdekaan. Institusi ini lahir atas
prakarsa anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang
memandang perlunya lembaga khusus untuk mengelola urusan religi secara
profesional dan terfokus. Secara hukum, lembaga ini resmi berdiri pada 3
Januari 1946 melalui Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946.
Status tersebut diperkuat kembali lewat Penetapan Menteri Agama Nomor
6 Tahun 1956 yang mengukuhkan tanggal tersebut sebagai hari jadi instansi.
Seiring berjalannya waktu, dalam peringatan hari lahir ke-34 pada tahun
1980, istilah perayaannya bertransformasi menjadi Hari Amal Bhakti

(HAB) dengan semboyan khas “Ikhlas Beramal”.

Sejarah berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
melewati beberapa fase perubahan nomenklatur yang didasari oleh regulasi
pemerintah. Sebelum dikenal dengan nama saat ini, lembaga tersebut
awalnya bernama Kantor Kepenghuluan Kabupaten, yang kemudian
berganti menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Tingkat Il berdasarkan
KMA Nomor 47 Tahun 1963. Secara struktural, eksistensi instansi di tingkat
daerah ini dipertegas melalui KMA Nomor 6 Tahun 1977 dan KMA Nomor
45 Tahun 1981 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Perubahan
terakhir terjadi pada 28 Januari 2010 melalui PMA Nomor 1 Tahun 2010,

yang secara resmi mengubah penyebutan "Departemen Agama” menjadi
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"Kementerian Agama." Sejak mulai beroperasi pada tahun 1977, kantor ini
telah berlokasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 103, Blitar.
3. Visi Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
Visi:  Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Blitar yang taat beragama,

berpendidikan, mandiri dan sejahtera

Misi: Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan
kualitas layanan di bidang keagamaan, pendidikan, penyelenggaraan ibadah

haji, serta tata kelola organisasi yang akuntabel

4. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dipimpin oleh Bapak
Farmadi, S.Ag., M.HI., yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha serta
berbagai unit pelaksana teknis seperti Seksi Pendidikan Madrasah, Bimas
Islam, dan penyelenggara urusan agama lainnya. Seluruh unsur ini, termasuk
Kelompok Jabatan Fungsional, bekerja secara terintegrasi dalam menjalankan
fungsi administrasi dan pelayanan keagamaan sesuai dengan hierarki yang

ditetapkan per 1 Januari 2026.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kemenag Kab. Blitar

Per Januari 2026
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5. Struktur Pengelola Website dan Media Sosial
Struktur organisasi bagi pengelola situs web telah ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar Nomor 5

Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Susunan Tim Pengelola Situs Web dan Media Sosial pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Penanggung Jawab FARMADI, S.Ag., M.H.I

Koordinator Tim Dr. H. Syaikhul Munib, M.Ag

Tim Pengembangan IT | Ketua Anisa Amalia Muslimah, S.Kom
Anggota | Musoim

Izra Hernanda Ev Ratuputra. S.Kom
Tim Kreatif Ketua Rahman Tri Arfias Putra, S.Ds

Anggota | Suci Rizky Amalia, S.Ap
Mohamad Rosyid Arif Amrullah, S.S

Tim Redaksi Ketua Axelda Martha, S.Pd

Anggota | Teti Vera, S.Si

Febriana Putri Wahyuni, S.Kom
Tsaniatu Racmanita Syafitri

Sufyan Jauari, A.Ma.

Hafid Safi’l

Wahyuning Styani

Adelia Christi Purba Tondang. S.Th
Dewi Suryaningsih, S.E

Adityana Windu Siwi. S.Sos.H

Dwi Ariyanto, S.Ag

Kontributor Madrasah Negeri dan
Swasta; Penyuluh Agama; Pengawas
Madrasah; Pengawas Pendidikan
Agama

Mengenai detail tugas tim pengeola website da media sosial dapat

dijabarkan sebagai berikut:
a. Tim pengembangan IT: membangun sistem dan layanan IT
b. Tim kreatif dan desain: mengembangkan konsep dan ide konten,

produksi konten, membuat rancangan visual
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c. Tim redaksi: melaksanakan peliputan kegiatan, menerbitkan naskah
berita, artikel, dan caption media sosial
6. Apikasi Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA)

Aplikasi Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA)
merupakan sebuah aplikasi layanan masyarakat yang dikembangkan oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar sebagai upaya dalam
meningkatkan mutu serta efisiensi pelayanan publik™.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap
berbagai kebutuhan informasi, data, maupun dokumen yang berkaitan dengan
layanan di lingkungan Kementerian Agama. Melalui Aplikasi Masyarakat
Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA), proses pelayanan dapat dilakukan
secara lebih cepat, transparan, dan terstruktur, sehingga masyarakat tidak
perlu lagi bergantung pada prosedur manual yang cenderung memakan waktu.
Selain itu, aplikasi ini juga menjadi sarana digitalisasi layanan, yang

mendukung peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi.

Gambar 4.2 Website ALMASIDA

70 Blitar, “Aplikasi Layanan Masyarakat Seputar Informasi Dan Data.”
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B. Hasil Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan
observasi awal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar sekaligus
menyerahkan surat observasi pra-penelitian kepada pihak terkait. Observasi
awal tersebut dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kondisi
lapangan, sistem pelayanan yang digunakan, serta pelaksanaan aplikasi
Almasida di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pada
tahap ini, peneliti juga melakukan komunikasi awal dengan pihak Humas guna
memperoleh informasi mengenai pihak-pihak yang dianggap memiliki

kompetensi dan keterkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan

Berdasarkan arahan dari pihak Humas, peneliti disarankan untuk
melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang dianggap memahami
implementasi aplikasi ALMASIDA, vyaitu Kepala Subbagian Tata Usaha
(Kasubag TU), admin PTSP, pihak Humas, serta seksi Penyelenggara Madrasah
(Pendma) yang telah memiliki aplikasi terintegrasi, yaitu SIDIA. Saran tersebut
diberikan agar data yang diperoleh lebih relevan dengan fokus penelitian,
mengingat tidak seluruh bidang seksi di kantor tersebut telah memahami maupun
menggunakan aplikasi Almasida secara maksimal.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian mengenai implementasi aplikasi
ALMASIDA. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Subbagian Tata
Usaha, yaitu Bapak Munip, sebagai informan utama yang memahami kondisi
umum pelaksanaan layanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Selanjutnya, untuk menentukan narasumber berikutnya, peneliti memperoleh
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rekomendasi dari informan awal mengenai pihak-pihak yang dinilai memiliki

keterlibatan langsung dalam implementasi aplikasi ALMASIDA, di antaranya

admin Almasida pada bagian PTSP, pihak Humas, dan seksi Pendma yang telah

menggunakan aplikasi SIDIA yang terintegrasi dengan Almasida.
Implementasi  Aplikasi Masyarakat Seputar Informasi dan Data
(ALMASIDA) dalam Peningkatan Pelayaan Publik di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ALMASIDA dapat dijelaskan
melalui beberapa aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Adapun hasil penelitian tersebut
dijelaskan sebagai berikut:

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi suatu kebijakan
atau program karena menjadi sarana penyampaian informasi, instruksi, serta tujuan
program kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi
ALMASIDA sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi mengenai sistem
layanan tersebut disampaikan kepada pegawai dan masyarakat sebagai pengguna
layanan. Komunikasi yang baik akan mempermudah masyarakat memahami fungsi
layanan digital serta memudahkan pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan.

Komunikasi dalam implementasi ALMASIDA dilakukan melalui
sosialisasi internal kepada pegawai dan penyampaian informasi kepada masyarakat
melalui website resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. ALMASIDA
dirancang sebagai portal yang menghimpun seluruh layanan yang dimiliki setiap
seksi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis layanan

yang tersedia tanpa harus datang langsung ke kantor. Kasubag TU menjelaskan:
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"ALMASIDA saya mulai migrasinya tahun 2022 kemudian mulai aktif
digunakan tahun 2023 sampai sekarang. ALMASIDA itu sebetulnya hanya display
seluruh layanan yang ada di Kantor Kementerian Agama. Di dalam ALMASIDA
memuat menu-menu atau etalase dari masing-masing seksi. Ketika masyarakat
mengeklik salah satu menu tersebut maka akan muncul layanan yang tersedia pada
seksi tersebut. Tujuannya agar masyarakat mengetahui layanan apa saja yang ada
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.""

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ALMASIDA dibangun sebagai
media komunikasi publik yang berfungsi mempertemukan kebutuhan informasi
masyarakat dengan layanan yang tersedia pada setiap unit kerja. Kehadiran sistem
ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi layanan

secara mandiri melalui media digital.

B 2

Gambar 4.3 Dashboard ALMASIDA

"I Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026, pukul 10.00
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Dari hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa ALMASIDA
telah menjadi bagian dari sarana pelayanan publik berbasis teknologi yang
mendukung kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Kehadiran sistem
tersebut menambah fasilitas pelayanan yang sebelumnya hanya tersedia secara
langsung di kantor menjadi dapat diakses secara digital. Dengan demikian,
masyarakat memiliki alternatif dalam memperoleh informasi layanan sesuai
kebutuhan masing-masing.

Selain berfungsi sebagai sarana informasi, ALMASIDA juga menjadi media
komunikasi antara masyarakat dan petugas pelayanan. Masyarakat dapat
menyampaikan kebutuhan layanan melalui fitur yang tersedia tanpa harus
melakukan komunikasi secara tatap muka pada tahap awal pelayanan. Dengan
demikian proses pelayanan menjadi lebih efektif karena masyarakat telah
mengetahui tujuan dan kebutuhan layanan yang akan diajukan sebelum datang ke
kantor.

Sebelum website ini diluncurkan, sosialisasi aplikasi kepada masyaakat
belum dilakukan secara khusus dan terstruktur. Sosialisasi yang dilakukan masih
masih bersifat terbatas melalui media yang dimiliki Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar, seperti website resmi dan media sosial. Selain itu, informasi mengenai
keberadaan ALMASIDA juga disampaikan secara tidak langsung melalui kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh pegawai maupun penyuluh agama ketika berinteraksi dengan
masyarakat di lapangan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Axelda Martha, S.Pd sebagai
berikut:
"Kalau sosialisasi khusus tentang ALMASIDA memang belum pernah

dilakukan secara besar-besaran. Biasanya informasi mengenai layanan ini
disampaikan melalui website, media sosial kantor, atau ketika ada kegiatan yang
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melibatkan masyarakat. Penyuluh agama juga kadang ikut menyampaikan
informasi layanan yang ada di Kantor.""?

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi
mengenai ALMASIDA masih mengandalkan media komunikasi yang telah tersedia
serta peran pegawai dan penyuluh agama sebagai perpanjangan informasi kepada
masyarakat. Pola sosialisasi seperti ini memang mampu mengenalkan ALMASIDA
kepada sebagian masyarakat, namun jangkauannya masih terbatas sehingga belum
seluruh masyarakat mengetahui keberadaan maupun cara penggunaan aplikasi
tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Musoim selaku Admin PTSP:

"Biasanya masyarakat yang datang ke kantor kemudian kami arahkan untuk
menggunakan ALMASIDA. Jadi sosialisasinya lebih banyak dilakukan ketika
masyarakat membutuhkan layanan atau melalui media sosial yang dimiliki
kantor.""

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi
ALMASIDA masih bersifat pasif, yaitu menunggu masyarakat mengakses media
informasi yang tersedia atau memperoleh informasi saat berhubungan langsung
dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kondisi ini menyebabkan
tingkat pemanfaatan ALMASIDA belum sepenuhnya optimal karena masih
terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan digital tersebut. Oleh
karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan

melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung maupun daring, agar

pemanfaatan ALMASIDA dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

2 \Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul 14.30
3 Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul 14.30
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun melalui
ALMASIDA tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memungkinkan adanya
tindak lanjut dari petugas pelayanan. Setiap permohonan yang masuk akan
diteruskan kepada admin atau seksi terkait untuk diberikan respon sesuai kebutuhan
pemohon. Hal tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi dalam implementasi
ALMASIDA telah berjalan melalui mekanisme koordinasi yang jelas antar
pelaksana layanan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Musoim selaku admin PTSP
yang menjelaska sebagai berikut:

"Pertama saya menerima permohonan yang masuk melalui ALMASIDA.
Setelah itu saya periksa dulu kelengkapannya. Kalau sudah lengkap maka saya
teruskan ke admin seksi yang berwenang. Jadi alurnya melalui saya terlebih dahulu
untuk screening awal kemudian baru diteruskan ke seksi masing-masing."’*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa PTSP memiliki peran sebagai
penghubung komunikasi antara masyarakat dengan unit pelayanan yang dituju.
Setiap permohonan yang masuk tidak langsung diteruskan ke seksi terkait, tetapi
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan persyaratan
yang dibutuhkan.

Proses komunikasi yang dilakukan melalui mekanisme verifikasi awal
tersebut membantu mengurangi kesalahan administrasi serta mempercepat proses
pelayanan pada tahap berikutnya. Admin PTSP menjadi pihak yang bertanggung

jawab memastikan bahwa informasi yang diterima oleh seksi terkait telah sesuai

dengan kebutuhan layanan yang diajukan masyarakat.

4 Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul 14.30
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Komunikasi yang terbangun antara PTSP dan masyarakat juga dilakukan
secara aktif ketika ditemukan kekurangan dokumen atau kesalahan administrasi.
Petugas tidak hanya menolak berkas, tetapi memberikan informasi dan arahan
mengenai perbaikan yang harus dilakukan sehingga proses pelayanan tetap dapat
dilanjutkan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Musoim berikut:

"Kalau ada dokumen yang kurang jelas atau salah format biasanya saya
hubungi langsung pemohonnya melalui telepon atau WhatsApp untuk
memberitahukan bahwa berkas perlu diperbaiki atau diunggah ulang sehingga
dokumen yang dikirim sudah sesuai dengan ketentuan.""

Komunikasi dalam implementasi ALMASIDA telah berjalan dengan cukup
baik. Komunikasi dilakukan melalui penyediaan informasi layanan pada website,
koordinasi antar unit kerja, proses verifikasi permohonan oleh PTSP, serta
komunikasi langsung kepada masyarakat apabila ditemukan kekurangan dokumen.
Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat
karena penggunaan ALMASIDA belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat
masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan tersebut.

Selanjutnya terdapat sumber daya yang merupakan faktor penting dalam
menentukan keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Dalam
perspektif Edward I, sumber daya mencakup sumber daya manusia, informasi,
kewenangan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program.

Ketersediaan sumber daya yang memadai akan memudahkan pelaksana dalam

menjalankan tugasnya sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

S Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul
14.30
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Sebaliknya, keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam
implementasi kebijakan.

Implementasi ALMASIDA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar didukung oleh berbagai sumber daya yang meliputi sumber daya manusia,
infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet, perangkat komputer, serta
dukungan kelembagaan dari pimpinan. Ketersediaan sumber daya tersebut menjadi
faktor yang memungkinkan ALMASIDA dapat dioperasikan secara berkelanjutan
sejak mulai diterapkan.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Syaikhul Munib, M.Ag selaku Kepala
Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:

"Pelaksanaan ALMASIDA didukung oleh sumber daya yang tersedia di
kantor, baik berupa perangkat komputer, jaringan internet, hosting website, maupun
sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Pengelolaan sistem
dilakukan secara internal sehingga setiap pembaruan layanan dapat dilakukan
sesuai kebutuhan masing-masing seksi. Dukungan pimpinan juga menjadi faktor
penting karena sejak awal pengembangan ALMASIDA memang diarahkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.""®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi ALMASIDA
memperoleh dukungan sumber daya yang cukup memadai. Ketersediaan perangkat
teknologi informasi memungkinkan sistem dapat beroperasi secara optimal dalam
memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, dukungan pimpinan

menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam mengembangkan inovasi

pelayanan berbasis digital.

6 Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026, pukul
10.00
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Gambar 4.4 Fasilitas Komputer

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi ketersediaan sarana dan
prasarana menjadi aspek penting dalam implementasi ALMASIDA karena seluruh
proses pelayanan berbasis pada penggunaan teknologi informasi. Tanpa adanya
perangkat komputer, server, maupun jaringan internet yang memadai, pelayanan
digital akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas teknologi
menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan sistem.

Selain sarana teknologi, keberadaan sumber daya manusia juga memiliki
peran yang sangat penting. Pegawai yang bertugas sebagai admin maupun operator
sistem harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi serta
memahami alur pelayanan yang berlaku pada masing-masing unit Kkerja.
Kemampuan tersebut diperlukan agar pelayanan dapat diberikan secara cepat dan
tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Musoim:

"Dalam pelaksanaan ALMASIDA, kami menggunakan perangkat komputer

yang tersedia di PTSP serta jaringan internet kantor. Setiap permohonan yang
masuk kami periksa terlebih dahulu sebelum diteruskan ke seksi terkait. Selama ini
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fasilitas yang tersedia cukup membantu dalam menjalankan pelayanan karena
proses verifikasi dan distribusi layanan dapat dilakukan secara digital." "’

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas yang
tersedia telah mendukung pelaksanaan pelayanan berbasis digital. Pemanfaatan
perangkat komputer dan jaringan internet memungkinkan proses pelayanan
dilakukan secara lebih efisien dibandingkan pelayanan manual yang mengharuskan
masyarakat datang langsung untuk menyerahkan dokumen.

Keberadaan fasilitas digital juga membantu petugas dalam melakukan
pengarsipan data pelayanan. Setiap permohonan yang masuk dapat terdokumentasi
secara sistematis sehingga memudahkan proses pencarian data apabila diperlukan
pada masa mendatang. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak hanya
meningkatkan kecepatan pelayanan tetapi juga mendukung tertib administrasi.

Selain fasilitas fisik, sumber daya berupa informasi juga menjadi unsur
penting dalam implementasi ALMASIDA. Informasi yang tersedia dalam sistem
membantu masyarakat memahami persyaratan dan prosedur pelayanan sehingga
dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan sebelum mengajukan
permohonan. Kondisi tersebut membantu mengurangi kesalahan administrasi yang
sering terjadi akibat kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Musoim sebagai berikut:

"Masyarakat dapat melihat informasi mengenai persyaratan layanan secara
langsung melalui ALMASIDA. Dengan adanya informasi tersebut masyarakat
dapat mengetahui dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sehingga ketika
mengajukan layanan prosesnya menjadi lebih cepat."®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam

sistem berfungsi sebagai sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi

T Wawancara dengan Bapak Musoim, pada 11 Februari 2026, pukul 14.30
8 Wawancara dengan Bpak Musoim, Pada 9 Februari 2026, Pukul 10.00
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ALMASIDA. Informasi yang lengkap membantu masyarakat memahami
mekanisme pelayanan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengajuan
permohonan.

Misalnya, seseorang membutukan persyaratn terkait mutasi Siswa,

persyaratan berkas bisa di lihat pada gambar berikut:

| e

Gambar 4.5 Persyaratan Berkas

Berdsarakan hasil dokumentasi ini informasi persyaratan yang terdapat pada
website memberikan kemudahan bagi masyarakat, ketersediaan informasi juga
membantu petugas dalam memberikan pelayanan. Petugas tidak perlu menjelaskan
persyaratan yang sama secara berulang karena informasi tersebut telah tersedia
dalam sistem. Kondisi ini membuat pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain mempermudah akses informasi layanan, implementasi ALMASIDA
juga memberikan dampak terhadap berkurangnya jumlah masyarakat yang datang
langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kondisi tersebut

menjadikan menurunnya antrean pelayanan.
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Gambar 4.6 Kondisi Ruangan Konsultasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kondisi ruang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terlihat tidak terlalu padat pada jam
pelayanan. mlah pengunjung yang datang secara langsung cenderung lebih sedikit
dibandingkan sebelum diterapkannya layanan berbasis digital. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memanfaatkan layanan informasi
dan pengajuan layanan secara daring melalui ALMASIDA sehingga kebutuhan
untuk datang langsung ke kantor menjadi berkurang.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Musoim selaku Admin PTSP sebagai
berikut:

"Kalau perubahan mungkin ya antrean cukup berkurang. Biasanya misal
dalam fggmari sekitar 20 orang datang langsung, itu mungkin bisa berkurang menjadi
A Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa ALMASIDA
berkontribusi dalam mengurangi kepadatan antrean pelayanan di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Masyarakat yang telah memahami
penggunaan teknologi dapat memperoleh informasi dan mengakses layanan secara

mandiri melalui website tanpa harus datang ke kantor hanya untuk menanyakan

persyaratan pelayanan. Keberadaan layanan digital tersebut membantu mengurangi

79 Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul 14.30
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jumlah kunjungan masyarakat pada tahap awal pelayanan sehingga antrean yang
terjadi di PTSP menjadi lebih terkendali.

Pengurangan antrean lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat yang
memiliki kemampuan literasi digital yang baik, penurunan jumlah pengunjung dari
sekitar 20 orang menjadi 10-15 orang per hari menunjukkan bahwa ALMASIDA
telah memberikan kontribusi terhadap efisiensi pelayanan dan membantu
menciptakan proses pelayanan yang lebih tertib, cepat, dan fleksibel bagi
masyarakat maupun petugas pelayanan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
ALMASIDA didukung oleh sumber daya yang cukup memadai. Ketersediaan
sumber daya manusia, fasilitas teknologi informasi, jaringan internet, serta
informasi pelayanan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi
ALMASIDA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Dalam praktiknya, pengelolaan tugas terkait sumberdaya ini mememrlukan
mekanisme tindak lanjut.oleh karena itu, dipurlukannya adanya disposisi. Disposisi
merupakan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan suatu
kebijakan atau program. Menurut Edward 111, keberhasilan implementasi kebijakan
sangat dipengaruhi oleh kesediaan pelaksana untuk menerima dan melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap positif dari pelaksana akan mendorong
keberhasilan implementasi, sedangkan sikap negatif dapat menjadi hambatan dalam
pencapaian tujuan program.

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaksana ALMASIDA menunjukkan
sikap yang positif terhadap penerapan sistem pelayanan berbasis digital tersebut.

Para informan memandang bahwa ALMASIDA memberikan manfaat bagi
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organisasi maupun masyarakat karena mampu meningkatkan efektivitas pelayanan
serta mempermudah akses informasi.

Sebagaimana dijelaska oleh Dr. Syaikhul Munib, M.Ag:

"ALMASIDA dibuat untuk mempermudah masyarakat memperoleh
informasi layanan. Sebelum ada ALMASIDA masyarakat harus datang langsung
ke kantor untuk menanyakan jenis layanan dan persyaratan yang dibutuhkan.
Dengan adanya sistem ini masyarakat dapat memperoleh informasi secara mandiri
melalui perangkat yang dimiliki."&

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksana memiliki pemahaman
yang baik mengenai tujuan pengembangan ALMASIDA. Pemahaman tersebut
menjadi dasar munculnya komitmen dalam menjalankan sistem karena pelaksana
menyadari manfaat yang diberikan oleh program kepada masyarakat.

Pemahaman yang baik terhadap tujuan program merupakan salah satu
indikator disposisi yang positif. Ketika pelaksana memahami alasan suatu program
diterapkan, maka mereka akan lebih mudah menerima dan menjalankan program
tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Selain memahami tujuan program, para pelaksana juga menunjukkan respon
yang positif terhadap penerapan digitalisasi pelayanan. Mereka menilai bahwa
sistem digital mampu membantu mempercepat proses pelayanan serta mengurangi
beban pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Musoim sebagai berikut:

"Menurut saya ALMASIDA cukup membantu pekerjaan karena permohonan
yang masuk sudah tersusun berdasarkan jenis layanan. Kami bisa langsung

melakukan verifikasi dan meneruskan ke seksi yang berwenang tanpa harus
melakukan pencatatan secara manual seperti sebelumnya.” &

8 Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026, pukul
10.00
81 Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul 14.30
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Pernyataan tersebut menunjukkan adanya penerimaan yang baik terhadap
implementasi ALMASIDA. Pelaksana merasakan manfaat langsung dari sistem
sehingga muncul motivasi untuk menjalankan program secara konsisten.

Respon positif tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi
karena pelaksana tidak memandang ALMASIDA sebagai beban tambahan,
melainkan sebagai sarana yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Kondisi
ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan pelayanan
berbasis digital.

Disposisi  positif juga terlihat dari kesediaan para pelaksana untuk
memberikan pelayanan secara responsif kepada masyarakat. Ketika ditemukan
kekurangan dokumen atau kesalahan administrasi, petugas berupaya memberikan
informasi dan arahan agar permohonan dapat segera diperbaiki.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muosim:

"Apabila terdapat dokumen yang kurang lengkap, kami menghubungi
pemohon dan menjelaskan dokumen apa yang perlu dilengkapi. Tujuannya agar
pelayanan tetap dapat diproses dan masyarakat tidak mengalami kesulitan."®2

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen pelayanan yang
berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sikap responsif yang ditunjukkan petugas
menjadi indikator bahwa implementasi ALMASIDA tidak hanya berfokus pada
penggunaan teknologi, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada
pengguna.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana
dalam implementasi ALMASIDA tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya

pemahaman terhadap tujuan program, penerimaan yang positif terhadap digitalisasi

82 \Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul 14.30
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pelayanan, serta komitmen untuk memberikan pelayanan yang responsif kepada
masyarakat.

Struktur Dbirokrasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan
implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya
pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta prosedur kerja yang menjadi
pedoman bagi pelaksana kebijakan. Dalam implementasi ALMASIDA, struktur
birokrasi diwujudkan melalui keterlibatan beberapa unit kerja yang memiliki fungsi
berbeda namun saling terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Selain itu, pelaksanaan layanan juga didukung oleh adanya Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tahapan pelayanan sehingga proses
pelayanan dapat berjalan secara sistematis dan terukur.

Website ALMASIDA tidak menggantikan SOP pelayanan yang telah ada,
tetapi berfungsi sebagai sarana awal untuk menghubungkan masyarakat dengan unit
layanan yang sesuai. Setelah permohonan masuk melalui ALMASIDA, proses
pelayanan tetap dilaksanakan sesuai SOP pada masing-masing jenis layanan.
Dengan demikian, keberadaan ALMASIDA memperkuat sistem pelayanan yang
telah berjalan melalui mekanisme digital tanpa menghilangkan prosedur
administrasi yang telah ditetapkan oleh instansi.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Syaikhul Munib. M.Ag sebagai berikut:

“Pada dasarnya setiap layanan yang ada di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar sudah memiliki SOP masing-masing. ALMASIDA hanya
berfungsi sebagai pintu masuk atau terminal layanan. Ketika masyarakat
mengajukan permohonan melalui ALMASIDA, permohonan tersebut akan
diarahkan kepada seksi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang
berlaku pada layanan tersebut. Semua SOP layanan telah tersedia dan dapat diakses

oleh masyarakat melalui website PPID sehingga masyarakat dapat mengetahui
persyaratan maupun tahapan layanan yang harus dipenuhi.” 8

8 Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026, pukul
10.00
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi ALMASIDA telah
didukung oleh struktur birokrasi yang jelas. Setiap jenis layanan memiliki prosedur
operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan sehingga petugas memiliki standar
yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan SOP
tersebut juga memberikan kepastian pelayanan karena masyarakat dapat
mengetahui tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengajukan
permohonan.

Selain itu, keberadaan SOP mampu mengurangi kemungkinan terjadinya
perbedaan perlakuan dalam pelayanan. Setiap petugas melaksanakan tugas
berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga pelayanan dapat berjalan
secara konsisten dan akuntabel. Dengan adanya standar yang sama, kualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih terjamin.

Struktur birokrasi yang diterapkan dalam ALMASIDA juga menunjukkan
adanya pembagian kewenangan yang jelas antara PTSP dan masing-masing seksi.
PTSP berfungsi sebagai penerima dan penghubung awal pelayanan, sedangkan
proses penyelesaian layanan dilakukan oleh unit kerja yang memiliki kewenangan
sesuai bidang tugasnya. Pembagian fungsi tersebut memperlihatkan bahwa
implementasi ALMASIDA telah menerapkan mekanisme koordinasi antarunit
secara terstruktur.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Musoim yang menjelaskan alur
pelayanan sebagai berikut:

“Setiap permohonan yang masuk melalui ALMASIDA terlebih dahulu

diterima oleh admin PTSP. Admin melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
dan identifikasi jenis layanan yang dibutuhkan pemohon. Setelah dokumen
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dinyatakan lengkap, permohonan diteruskan kepada admin atau petugas pada seksi
yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai tugas dan kewenangannya.
Dengan sistem tersebut, setiap layanan dapat ditangani oleh unit yang tepat
sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertata.” 84

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat mekanisme kerja yang
terstruktur dalam pelaksanaan ALMASIDA. PTSP tidak mengambil alih seluruh
proses pelayanan, melainkan hanya bertugas sebagai gerbang pelayanan awal.
Setelah itu, proses pelayanan dilaksanakan oleh seksi yang memiliki kompetensi
dan kewenangan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan masyarakat.

Setiap unit memiliki tugas yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pekerjaan antarbagian. Kondisi ini mendukung efektivitas implementasi
ALMASIDA karena setiap permohonan dapat diproses oleh pihak yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi ALMASIDA tidak
menghilangkan mekanisme pelayanan yang telah berjalan sebelumnya, melainkan
melengkapi sistem pelayanan yang ada dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Oleh karena itu, pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
dilaksanakan melalui dua pola pelayanan, yaitu pelayanan secara offline (tatap
muka) dan pelayanan secara online melalui aplikasi ALMASIDA. Kedua pola
pelayanan tersebut saling terintegrasi dan bertujuan untuk memberikan kemudahan
kepada masyarakat dalam mengakses layanan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan masing-masing pengguna layanan. Proses pelayanan tamu

dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Hal ini dijelaska oleh Bapak Musoim:

“Pelayanan tamu diawali ketika masyarakat datang ke kantor dan diterima
oleh petugas keamanan. Setelah itu tamu diarahkan untuk melakukan pengisian

8 Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul
14.30
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identitas melalui aplikasi buku tamu digital. Data yang dimasukkan meliputi
identitas pemohon, instansi atau asal pemohon, tujuan kedatangan, serta pihak yang
akan ditemui. Setelah data berhasil masuk ke sistem, tamu diarahkan menuju
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas PTSP kemudian melakukan
identifikasi kebutuhan layanan dan memeriksa dokumen yang dibawa oleh
pemohon. Selanjutnya berkas atau permohonan didistribusikan kepada seksi yang
berwenang untuk diproses. Setelah proses pelayanan selesai dilaksanakan oleh
seksi terkait, hasil pelayanan diberikan kepada pemohon dan status penyelesaian
layanan dicatat dalam sistem sebagai bentuk dokumentasi pelayanan.”%®

Pernyataan tersebut prosedur pelayanan tamu yang berlaku di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Tahapan pelayanan dimulai dari
penerimaan tamu, pencatatan identitas, pemeriksaan kebutuhan layanan, distribusi
permohonan, hingga penyelesaian layanan. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan
bahwa pelayanan telah memiliki standar operasional yang jelas sehingga
memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjelaskan alur

pelayanan dapat dilihat pada bagan berikut

8 Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul
14.30
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Melengkapi PTSP
Persyaratan menerima dan
verivikasi

v
Penerimaan dan
distribusi berkas

v

Berkas diproses
seksi terkait

v
Berkas selesai

v
Pelayanan selesai

Gambar 4.7 Alur layanan

Berdasarkan bagan alur pelayanan tamu, proses pelayanan di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar dilaksanakan secara terstruktur dan
berurutan, dimulai dari penerimaan tamu oleh satpam, pencatatan data melalui
aplikasi buku tamu, hingga pengarahannya ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP). Selanjutnya, petugas PTSP melakukan verifikasi terhadap keperluan dan
kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh tamu. Apabila persyaratan belum
lengkap, pemohon diarahkan untuk melengkapinya terlebih dahulu, sedangkan jika
telah memenuhi ketentuan, berkas akan diterima dan didistribusikan kepada seksi
atau unit kerja yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Setelah proses
penyelesaian berkas selesai dilakukan, hasil layanan diberikan kepada tamu sesuai

dengan kebutuhan dan tujuan kedatangannya
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Keberadaan SOP pelayanan tamu memberikan kepastian mengenai alur
pelayanan yang harus dilalui oleh masyarakat. Selain berfungsi sebagai pedoman
kerja bagi petugas, SOP juga membantu menjaga ketertiban administrasi karena
seluruh data tamu tercatat dalam sistem digital. Dengan demikian, setiap pelayanan
yang diberikan dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan untuk kepentingan
monitoring maupun evaluasi.

Penerapan buku tamu digital yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP
menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi ALMASIDA telah
mengadopsi prinsip digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi tersebut tidak hanya
meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mempermudah proses
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan.

Adapun Scan Barcode buku tamu dapat dilihat pada gambar berikut:

BUKU TAMU

§ KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
//

KABUPATEN BLITAR

Gambar 4.8 Buku Tamu Online

Berdasarkan Observasi yang dilakukan peneliti, setiap tamu yang datang ke
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar diwajibkan mengisi buku tamu
digital sebelum memperoleh layanan. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari

prosedur pelayanan yang telah ditetapkan oleh instansi untuk mendukung tertib



1)

2)

3)

4)

5)

6)

74

administrasi dan pendataan pengunjung. Data yang diisi meliputi identitas tamu,
asal instansi atau alamat, tujuan kedatangan, serta pihak yang akan ditemui.

Dalam proses pengajuan layanan ke dalam website, sebelumnya terdapat alu-
alur tersendiri. Adapun alur pengajuan layanan, yaitu:

Buka website, https://almasida.kemenagkabblitar.id/ menggunakan firefox, google

atau chrome ternaru menggunkan hp atau laptop
Pilih layanan yang diinginkan untuk melihat persyaratan yang dibutuhkan:

Setelah itu, klik menu ajukan layanan yang tersedia di setiap menu layanan

Jika sudah, selanjutnya isi data diri nama dan nomor HP

Nisa Fajrin 08799887663

Umum v Diplomas

Pribadi

Selanjutnya pilih menu ruang yang dituju

Pilih keperluan yang diinginkan


https://almasida.kemenagkabblitar.id/
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7) Terakhir, isi alamat domisili dan klik menu Kirim

Alamat Domisili

Jawa Timur v Blitar

-- pilih --

Yang membutuhkan layanan lebih lanjut, silakan isi formulir layanan di atas.

Gambar 4.15 Alamat Domisili

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat perbedaan
antara mekanisme pelayanan yang dijelaskan oleh Bapak Musoim terkait fitur yang
tersedia pada aplikasi ALMASIDA. Berdasarkan hasil wawancara, admin PTSP,
Bapak Musoim menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan layanan dan
langsung bisa mengirimkan berkas pada sistem, kemudian petugas melakukan
pemeriksaan kelengkapan berkas sebelum meneruskannya kepada seksi yang
berwenang. Namun, setelah peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap
aplikasi ALMASIDA, ditemukan bahwa pada menu pengajuan layanan belum
tersedia fitur unggah dokumen atau berkas persyaratan. Proses pengajuan layanan
hanya mencakup pengisian data diri, nomor telepon, pemilihan ruang tujuan,
keperluan layanan, serta alamat domisili.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa mengirimkan
dokumen persyaratan secara langsung melalui aplikasi ALMASIDA pada saat
melakukan pengajuan layanan. Setelah formulir pengajuan dikirim, masyarakat

masih harus menunggu tindak lanjut dari petugas Kementerian Agama Kabupaten
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Blitar melalui nomor telepon atau WhatsApp yang telah dicantumkan pada formulir
pengajuan. Selanjutnya, petugas akan memberikan arahan mengenai dokumen yang
harus dikirimkan beserta media pengiriman berkas yang digunakan. Dengan
demikian, fungsi ALMASIDA saat ini lebih berperan sebagai media penghubung
awal antara masyarakat dengan petugas pelayanan dibandingkan sebagai sistem
pelayanan digital yang terintegrasi secara penuh.

Temuan tersebut juga memperkuat hasil wawancara mengenai belum
optimalnya integrasi sistem pada ALMASIDA. Meskipun aplikasi telah
memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi dan pengajuan layanan
awal, proses pengiriman berkas serta pengelolaan dokumen masih dilakukan
melalui media lain di luar sistem. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih
lanjut, khususnya penambahan fitur unggah dokumen secara langsung pada
aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien,
dan terintegrasi dalam satu platform.

Dr. Syaikhul Munib, M.Ag juga menjelaskan bahwa keberadaan
ALMASIDA memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi pelayanan
karena masyarakat dapat mengetahui kekurangan dokumen lebih awal tanpa harus
berulang kali datang ke kantor. Sebelum ALMASIDA diterapkan, masyarakat
sering mengalami kendala karena harus kembali ke rumah untuk melengkapi
persyaratan yang kurang. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi
lebih lama dan membutuhkan biaya tambahan. Setelah ALMASIDA diterapkan,
masyarakat dapat memperoleh informasi dan melakukan koordinasi secara daring

sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif.
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Sebagaimana disampaikan oleh Dr.Syaikhul Munib, M.Ag:

"Aplikasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi waktu.
Dulu kalau ada kesalahan, orang harus pulang pergi. Sekarang bisa langsung
dibenahi di tempat masing-masing. Dengan ALMASIDA, masyarakat tidak perlu
datang, cukup koordinasi online, lalu tinggal tunggu brkas by online."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi ALMASIDA
meningkatkan keandalan pelayanan melalui penyediaan informasi yang lebih jelas
dan akurat sehingga masyarakat dapat mempersiapkan persyaratan layanan dengan
lebih baik sejak awal. Kondisi ini membantu mengurangi kesalahan administrasi
sekaligus meningkatkan ketepatan proses pelayanan.

Dampak peningkatan keandalan pelayanan juga dirasakan oleh pengguna
layanan. Salah satu seksi Pendidikan madrasah yang pernah layanan melalui SIDIA
yang terhubung dengan ALMASIDA mengungkapkan bahwa proses pengajuan
layanan menjadi lebih mudah dibandingkan sebelum adanya sistem digital.
Pengguna tidak lagi harus datang berulang kali ke kantor untuk mengajukan
layanan karena seluruh dokumen dapat diunggah secara mandiri melalui sistem.

Selain itu, ALMASIDA mendukung Kketertiban administrasi melalui
pencatatan data pelayanan secara digital. Setiap permohonan yang masuk
terdokumentasi dalam sistem sehingga memudahkan petugas melakukan pelacakan

data apabila diperlukan. Dokumentasi digital tersebut meningkatkan akurasi

pelayanan sekaligus meminimalkan risiko kehilangan data pelayanan

Bapak Musoim menjelaskan bahwa:

"Setiap permohonan yang masuk melalui ALMASIDA langsung kami
periksa. Apabila dokumen sudah lengkap maka segera kami teruskan kepada seksi

8 \Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026, pukul
10.00
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yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Jika terdapat kekurangan dokumen,
kami menghubungi pemohon agar segera melakukan perbaikan."®’

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ALMASIDA
memberikan dampak terhadap peningkatan kecepatan respon pelayanan. Petugas
tidak menunggu masyarakat datang kembali ke kantor untuk memberikan informasi
mengenai kekurangan berkas, melainkan secara aktif menghubungi pemohon
melalui media komunikasi yang tersedia. Kondisi tersebut membantu mempercepat
penyelesaian pelayanan sekaligus mengurangi waktu tunggu masyarakat.

Peningkatan daya tanggap juga terlihat dari adanya mekanisme komunikasi
langsung antara petugas dan masyarakat ketika ditemukan kesalahan administrasi
atau kekurangan dokumen.

Implementasi ALMASIDA memberikan dampak terhadap peningkatan
kecepatan respon pelayanan karena petugas dapat segera memberikan informasi
kepada masyarakat apabila ditemukan kekurangan dokumen atau kesalahan
administrasi. Masyarakat tidak perlu lagi menunggu hingga datang kembali ke
kantor untuk mengetahui kendala yang terjadi pada permohonan yang diajukan.
Informasi dapat disampaikan secara langsung melalui media komunikasi yang
tersedia sehingga proses perbaikan dokumen dapat segera dilakukan.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Dr. Syaikhul Munib, M.Ag yang
menyatakan bahwa ALMASIDA dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu
pelayanan dengan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang berulang kali
ke kantor hanya karena adanya kekurangan berkas.

"Aplikasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi waktu.
Dulu kalau ada kesalahan, orang harus pulang pergi. Sekarang bisa langsung

87 Wawancara dengan Bapak Musoim, Pada 9 Februari 2026, Pukul 10.00
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dibenahi di tempat sendiri. Dengan ALMASIDA, masyarakat tidak perlu datang,
cukup koordinasi online, lalu tinggal ambil berkas jadi."%®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ALMASIDA memberikan
dampak terhadap peningkatan daya tanggap pelayanan karena komunikasi antara
petugas dan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga permasalahan
pelayanan dapat segera ditindaklanjuti.

Sebelum adanya sistem digital, masyarakat sering kali harus datang kembali
ke kantor hanya untuk mengetahui adanya kekurangan dokumen. Setelah
ALMASIDA diterapkan, informasi tersebut dapat disampaikan secara langsung
melalui telepon maupun aplikasi pesan singkat sehingga masyarakat dapat segera
melakukan perbaikan tanpa harus melakukan kunjungan berulang ke kantor.

Kemampuan petugas dalam memberikan respon terhadap kebutuhan
masyarakat juga tercermin dari proses distribusi permohonan yang dilakukan secara
cepat kepada seksi terkait. Setiap permohonan yang masuk tidak berhenti pada satu
unit pelayanan, tetapi langsung diarahkan kepada unit kerja yang memiliki
kewenangan sesuai jenis layanan yang diajukan. Mekanisme tersebut membantu
mempercepat proses pelayanan karena masyarakat tidak perlu berpindah-pindah
unit kerja untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Pelayanan juga terlihat dari meningkatnya kemudahan masyarakat dalam
memperoleh informasi. Masyarakat dapat mengakses informasi layanan kapan saja
tanpa bergantung pada jam pelayanan kantor. Kemudahan tersebut memungkinkan

masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara lebih cepat

8 Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026, pukul
10.00
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dibandingkan dengan sistem pelayanan konvensional yang mengharuskan
masyarakat datang langsung ke kantor.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ALMASIDA memberikan
dampak positif terhadap peningkatan jaminan pelayanan di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Blitar. Sistem pelayanan berbasis digital memungkinkan
masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan
tahapan pelayanan sebelum mengajukan permohonan. Ketersediaan informasi
tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai dokumen yang harus
dipersiapkan dan proses yang akan dilalui dalam memperoleh layanan.

Sebagiamana Dr. Syaikhul Munib, M.Ag menjelaskan:

"Semua informasi mengenai layanan sudah tersedia di dalam ALMASIDA
sehingga masyarakat dapat mengetahui persyaratan dan prosedur yang harus
dipenuhi sebelum mengajukan layanan."8

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa ALMASIDA memberikan
kepastian informasi kepada masyarakat. Informasi yang jelas dan mudah diakses
membantu masyarakat memahami mekanisme pelayanan sehingga mengurangi
ketidakpastian yang sering muncul ketika masyarakat belum mengetahui prosedur
pelayanan yang berlaku.

Selain itu, kompetensi petugas dalam mengelola pelayanan berbasis digital
turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang

diberikan.

8 Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026, pukul
10.00
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Aplikasi Masyarakat
Seputar Informasi dan Data dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor
Kementerian Agama Kabupeten Blitar

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan implementasi ALMASIDA
adalah tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai.
Sebagai inovasi pelayanan berbasis digital, ALMASIDA membutuhkan dukungan
infrastruktur teknologi yang mampu menjamin keberlangsungan operasional sistem
secara berkelanjutan. Infrastruktur tersebut meliputi perangkat komputer, jaringan
internet, server, domain website, hosting, serta perangkat pendukung lainnya yang
digunakan dalam proses pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh kebutuhan operasional ALMASIDA
telah memperoleh dukungan penuh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar. Dukungan tersebut tidak hanya berupa penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga
pembiayaan rutin yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan sistem.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr.Syaikhul Munib, M.Ag sebagai berikut:

"Kantor ini sudah mendukung fasilitas karena itu kan berbasis internet.
Maka per tahun harus membayar layanannya, biaya tempat penyimpanan data,
biaya alamat situs, itu sudah 100% sudah didukung oleh kantor. Kemudian
pelaksanaannya karena ini sifatnya bisa diakses semua orang termasuk petugas-
petugas di sini, maka sudah tidak ada kendala untuk di sini."®°

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam
mendukung implementasi ALMASIDA. Dukungan anggaran yang diberikan

memungkinkan sistem tetap beroperasi secara optimal tanpa mengalami kendala

teknis akibat keterbatasan fasilitas maupun biaya operasional.

O\Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026, pukul
10.00
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Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Munib yang menjelaskan bahwa
kebutuhan pengembangan pelayanan digital selalu dimasukkan dalam perencanaan
anggaran tahunan instansi sehingga keberlangsungan sistem dapat terus terjaga.

Selain itu, Bapak Musoim selaku Admin PTSP juga menjelaskan:

"Alhamdulillah, untuk fasilitas pendukung sejauh ini sudah cukup baik.
Jaringan internet di kantor juga relatif stabil, jadi jarang ada kendala saat pelayanan
berlangsung. Komputer yang digunakan juga cukup cepat sehingga membantu
proses pelayanan jadi lebih lancar. Selain itu, tampilan aplikasinya juga sederhana
dan mudah dipahami, jadi baik petugas maupun masyarakat yang menggunakan
tidak terlalu kesulitan saat mengoperasikannya."*

Keberadaan fasilitas tersebut memberikan dampak positif terhadap
kelancaran pelayanan karena seluruh proses pelayanan digital bergantung pada
kualitas infrastruktur teknologi yang digunakan. Dengan fasilitas yang memadai,

proses penerimaan permohonan, verifikasi dokumen, distribusi layanan, hingga

penyimpanan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Keberadaan struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan ALMASIDA.
Implementasi sistem pelayanan digital memerlukan pembagian tugas dan tanggung
jawab yang terstruktur agar proses pengelolaan sistem dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian, pengelolaan ALMASIDA
didukung oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Website dan Media Sosial. Tim
tersebut terdiri atas penanggung jawab, koordinator, tim pengembangan teknologi
informasi, tim kreatif, serta tim redaksi yang memiliki tugas masing-masing dalam

pengelolaan sistem.

1 Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul
14.30
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Keberadaan struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi
ALMASIDA tidak hanya bergantung pada satu individu, tetapi dikelola secara
kolektif melalui mekanisme kerja yang jelas. Pembagian tugas tersebut membantu
memastikan bahwa setiap aspek pengelolaan sistem dapat berjalan sesuai dengan
fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Selain memperjelas alur koordinasi, keberadaan tim pengelola juga
mendukung keberlanjutan pengembangan sistem. Apabila terdapat pembaruan
informasi, perbaikan teknis, maupun pengembangan fitur baru, seluruh proses dapat
dilakukan melalui koordinasi antaranggota tim sehingga pelayanan tetap berjalan
secara optimal.

Desain antarmuka ALMASIDA yang sederhana dan mudah dipahami oleh
pengguna. Kemudahan penggunaan menjadi aspek penting dalam implementasi
pelayanan digital karena akan mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat
terhadap sistem yang dikembangkan.

Berdasarkan hasil observasi, tampilan ALMASIDA dirancang dengan
susunan menu yang sederhana, penggunaan warna yang nyaman dilihat, ukuran
huruf yang mudah dibaca, serta navigasi yang jelas. Kondisi tersebut memudahkan
masyarakat dalam menemukan informasi maupun layanan yang dibutuhkan. Ibu
Axelda Martha, S.Pd menjelaskan:

"Tampilan aplikasinya juga sederhana dan mudah dipahami, jadi baik

petugas maupun masyarakat yang menggunakan tidak terlalu kesulitan saat
mengoperasikannya."?

92 \WWawancara dengan Ibu Axelda Martha pada 17 Maret 2026, pukul 09.30
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Kesederhanaan sistem menjadi salah satu alasan mengapa ALMASIDA
dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna dengan tingkat kemampuan
teknologi yang berbeda.

Desain sistem sengaja dibuat sederhana agar pengguna tidak memerlukan
pelatihan khusus untuk mengakses layanan yang tersedia. Dengan demikian,
masyarakat dapat menggunakan sistem secara mandiri tanpa harus memperoleh
pendampingan yang intensif dari petugas.

Kesederhanaan antarmuka tersebut menjadi faktor pendukung yang penting
karena membantu mempercepat proses adaptasi pengguna terhadap pelayanan
berbasis digital.

Selanjutnya terdapat faktor penghambat yang paling dominan dalam
implementasi  ALMASIDA adalah masih rendahnya kemampuan sebagian
masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Meskipun penggunaan internet
dan telepon pintar semakin berkembang, tidak seluruh masyarakat memiliki
kemampuan yang sama dalam mengakses dan menggunakan layanan berbasis
elektronik.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Syaikhul Munib, M.Ag sebagai berikut:

"Kalau mau bicara kendala maka kendalanya justru di masyarakat, karena
kan tidak semua orang paham itu. Terus misalnya ada yang paham, punya ponsel,
mau mengakses ALMASIDA, mau buat surat permohonan, suratnya kan harus
dipindai (di-scan) kemudian diunggah di ALMASIDA, nah masyarakat kan tidak
semuanya punya hp"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan
penggunaan teknologi masih menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan

ALMASIDA. Hambatan tersebut semakin terlihat ketika masyarakat harus

mengunggah dokumen persyaratan dalam format tertentu. Tidak semua masyarakat
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memahami proses digitalisasi dokumen maupun penggunaan aplikasi pendukung
untuk mengubah format berkas.

Bapak Musoim menjelaskan:

"Misalnya ada pemohon yang mengunggah dokumen kurang jelas atau
bentuk berkas yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah seperti itu,
biasanya berkas harus kami kembalikan terlebih dahulu. mbak, lalu kami
menghubungi pemohonnya dulu biasanya kami telepon untuk mengunggah ulang
dokumen yang benar dan sesuai. Jadi prosesnya kadang membutuhkan waktu
tambahan juga."®

Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama karena
diperlukan proses perbaikan dokumen secara berulang dan waktu penyelesaian
pelayanan menjadi lebih panajang dibandingkan apabila dokumen yang diunggah
telah sesuai sejak awal. Selain itu, petugas juga perlu melakukan komunikasi
tambahan melalui telephone atau media komunikasi lainnya untuk memberikan
arahan kepada pemohon.

Hambatan berikutnya adalah belum terintegrasinya seluruh layanan ke
dalam satu sistem pelayanan yang terpadu. Saat ini ALMASIDA masih berfungsi
sebagai portal layanan yang mengarahkan pengguna menuju aplikasi lain yang
digunakan oleh masing-masing seksi.

Dr. Syaikhul Munib, M.Ag menjelaskan:

"Aplikasi ini sebenarnya masih belum sempurna. Ibaratnya aplikasi ini itu
tampilan untuk memudahkan masyarakat. Terus kalau berkasnya langsung menuju
ke bagian-bagian itu belum ada."®*

Beliau juga menambahkan:

"Silakan dilihat misal klik bagian BIMAS atau menu lainnya itu

meluncurnya langsung ke situs web nasional gitu. Jadi ya masih perlu
dikembangkan."

9 Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul14.30
%\Wawancara dengan Dr. Syaikhul Syaikhul Munib, M.Ag, pada 5 Februari 2026
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Hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Musoim, selaku admin PTSP. Beliau
menjelaskan:

“Ibaratnya aplikasi ini tu display untuk masyarakat memudahkan
mengetahui informasi terkait persyaratan berkas atau, mungkin untuk lebih
berfungsi di ptspnya mbak, ya serprti yang dijelaskan di awal tadi kaalau aplikasi
ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan layanan di bagian ptsp, terus nanti
kami bagian pts mengecek bagaimana berkasnya sudah lengkap atau belum, kalau
sudah ya kita teruskan ke admin seksi yang berkepentingan”®®

Proses pengelolaan layanan belum seluruhnya dilakukan dalam satu sistem
yang sama karena beberapa layanan masih terhubung dengan aplikasi atau website
lain yang dikelola oleh unit kerja maupun instansi yang berbeda. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa integrasi layanan digital masih berada pada tahap awal
pengembangan. Ketika masyarakat memilih layanan tertentu, sistem sering kali
mengarahkan pengguna ke aplikasi lain di luar ALMASIDA. Akibatnya, pengguna
harus berpindah dari satu platform ke platform lainnya untuk menyelesaikan proses
pelayanan.

Situasi ini berpotensi menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terutama
bagi pengguna yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi.
Selain itu, perpindahan antar sistem dapat mengurangi kemudahan dan efisiensi
yang menjadi tujuan utama penerapan pelayanan berbasis digital, ALMASIDA
telah membantu memperbaiki alur pelayanan meskipun integrasi antar sistem
layanan masih perlu disempurnakan.

Belum optimalnya integrasi antar sistem menunjukkan bahwa

pengembangan ALMASIDA masih memerlukan penyempurnaan, khususnya

% Wawancara dengan Bapak Musoim (Admin PTSP) pada 11 Februari 2026, pukul
14.30
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dalam menghubungkan seluruh layanan ke dalam satu platform yang terpadu.
Integrasi yang lebih baik diharapkan dapat menciptakan pengalaman pengguna
yang lebih sederhana, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan
efektivitas pelayanan publik berbasis digital di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar.

ALMASIDA masih  memiliki beberapa keterbatasan fitur yang
mempengaruhi kualitas pelayanan digital:

Pertama, sistem belum menyediakan akun login khusus bagi masyarakat
sehingga pengguna tidak memiliki riwayat pelayanan yang dapat diakses kembali
secara mandiri.

Kedua, belum tersedia fitur tracking layanan yang memungkinkan
masyarakat memantau perkembangan permohonan secara langsung. Informasi
status layanan masih berada pada petugas sehingga masyarakat harus melakukan
konfirmasi apabila ingin mengetahui perkembangan berkasnya.

Ketiga, sistem belum menyediakan fasilitas unduh dokumen hasil layanan
secara mandiri. Masyarakat masih harus berkoordinasi dengan petugas untuk
memperoleh hasil pelayanan yang telah selesai diproses.

Keterbatasan fitur tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan yang
dilakukan masih berfokus pada penyediaan informasi dan pengajuan layanan,
sementara pengelolaan akun pengguna, pemantauan layanan, dan distribusi hasil
layanan secara elektronik belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem.

Hambatan berikutnya yang ditemukan dalam implementasi ALMASIDA
adalah adanya pergantian atau rolling pegawai yang dilakukan secara berkala di

lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pergantian pegawai
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menyebabkan petugas baru yang ditugaskan untuk mengelola ALMASIDA harus
mempelajari kembali sistem dan alur pelayanan yang telah berjalan. Hal tersebut
dijelaskan oleh Bapak Musoim:

"Kalau non teknis sendiri, memang kendalanya ini di sumber daya manusia,
beda kalau yang punya ini misalkan warga Kota Malang, masyarakatnya itu yaa
udah canggih semua kan, beda dengan kita. Kemudian, kendalanya itu kan di kantor
sini tiap periode ada rollingan pegawai, mungkin saya suatu saat pindah di sekolah,
MAN misalnya. Maka itu akan menjadi kendala kita setelah memahami ini
ALMASIDA tapi karena adanya rollingan itu, pegawai baru yang menghandle
harus beradaptasi memahami lagi. Itu juga salah satu kendala. Tapi overall ya
baguslah itu untuk menunjang layanan.”%

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia masih
menjadi tantangan dalam implementasi ALMASIDA. Meskipun sistem telah
berjalan dengan baik, perpindahan pegawai berpotensi menghambat kontinuitas
pengelolaan layanan karena pegawai baru memerlukan waktu untuk memahami
mekanisme sistem, prosedur pelayanan, serta tata cara pengoperasian aplikasi.

Proses adaptasi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan pada
masa transisi, terutama apabila belum terdapat transfer pengetahuan yang optimal
dari pegawai sebelumnya kepada pegawai pengganti. Oleh karena itu, diperlukan
upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan

pendampingan secara berkelanjutan agar implementasi ALMASIDA tetap berjalan

optimal meskipun terjadi pergantian personel.

% Wawancara dengan Bapak Musoim, Pada 11 Februari 2026. Pukul 11.00
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No.

Fokus Penelitian

Temuan Penelitian

Bagaimana proses
implementasi Aplikasi
Layanan Masyarakat
Seputar Informasi dan
Data (ALMASIDA)
dalam pelayanan publik
di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Blitar?

Implementasi ALMASIDA melalui
komunikasi dilakukan dengan
penyediaan informasi layanan,
persyaratan, dan prosedur
pelayanan melalui website
ALMASIDA, media sosial, serta
penyampaian informasi oleh
petugas pelayanan kepada
masyarakat.

Implementasi ALMASIDA melalui
sumber daya didukung oleh
ketersediaan sumber daya manusia
yang mengelola sistem, perangkat
komputer, jaringan internet,
website, email, dan WhatsApp
sebagai sarana pendukung
pelayanan digital.

Implementasi ALMASIDA melalui
disposisi ditunjukkan oleh adanya
komitmen dan dukungan pimpinan
serta petugas dalam
mengembangkan dan menjalankan
pelayanan berbasis digital,
termasuk memberikan
pendampingan kepada masyarakat
selama proses pelayanan
berlangsung.

Implementasi ALMASIDA melalui
struktur birokrasi didukung oleh
Standar Operasional Prosedur
(SOP), pembagian tugas yang jelas
antara PTSP dan masing-masing
seksi, serta koordinasi pelayanan
yang terintegrasi dalam proses
penyelesaian layanan.
Implementasi ALMASIDA mampu
mempermudah masyarakat dalam
memperoleh informasi dan
mengakses layanan sehingga
proses pelayanan menjadi lebih
efektif, efisien, dan terorganisir.
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Apa faktor pendukung
dan penghambat
Implementasi Aplikasi
Layanan Masyarakat
Seputar Informasi dan
Data (ALMASIDA)
dalam pelayanan publik
di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Blitar?

Faktor pendukung
1.

2.
3.

Faktor penghambat
1.

Tersedianya sarana dan prasarana
teknologi informasi yang memadai,
Adanya struktur organisasi dan tim
pengelola yang jelas, serta
Antarmuka sistem yang sederhana
dan mudah digunakan.

Rendahnya literasi digital dan
keterbatasan perangkat yang
dimiliki sebagian masyarakat,
Sosialisasi ALMASIDA kepada
masyarakat belum optimal.
Belum optimalnya integrasi antar
sistem layanan, serta

Belum tersedianya fitur login
pengguna, pelacakan (tracking)
layanan, dan unduh dokumen hasil
layanan secara mandiri.




BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi Aplikasi Seputar Informasi dan Data dalam

Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV. Pada
bagian ini penliti akan melakukan pembahasan mengenai implementasi Aplikasi
Layanan Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA). Pembahasan
ini akan mengaitkan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori yang telah
diuraikan pada bab Il Kajian Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian,
implementasi ALMASIDA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar
telah dilaksanakan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital yang
bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan
keagamaan. ALMASIDA berfungsi sebagai portal layanan yang menghimpun
berbagai jenis layanan dari setiap seksi sehingga masyarakat dapat mengetahui

informasi layanan secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke kantor.

1. Komunikasi
Merupakan aspek penting dalam implementasi suatu program
karena menjadi sarana penyampaian informasi kepada pelaksana maupun
kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat
dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menyampaikan tujuan dan
informasi program kepada pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi ALMASIDA

dilakukan melalui website resmi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
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Blitar yang berisi berbagai informasi mengenai jenis layanan, persyaratan,
dan prosedur pelayanan.

Keberadaan ALMASIDA sebagai media informasi menunjukkan
bahwa komunikasi antara organisasi dan masyarakat telah mengalami
transformasi dari sistem konvensional menuju sistem digital. Masyarakat
tidak lagi harus datang langsung ke kantor hanya untuk memperoleh
informasi awal mengenai layanan yang dibutuhkan. Selain itu, komunikasi
juga dilakukan melalui koordinasi antara PTSP dengan seksi terkait dalam
proses pendistribusian permohonan layanan. PTSP berperan sebagai
penghubung yang melakukan verifikasi awal sebelum permohonan
diteruskan kepada unit yang berwenang.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa petugas secara aktif
menghubungi masyarakat apabila ditemukan kekurangan dokumen atau
kesalahan administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang
dibangun tidak hanya bersifat satu arah, tetapi telah mencerminkan
komunikasi dua arah yang memungkinkan adanya umpan balik antara
petugas dan masyarakat. Dengan demikian, implementasi ALMASIDA
telah memenuhi unsur komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Nurdin
Usman. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum
optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak semua
masyarakat mengetahui keberadaan ALMASIDA sebagai layanan digital

yang tersedia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.
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1. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu program tidak terlepas dari
ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaannya. Menurut
Gordon B. Davis dalam teori Sistem Informasi Manajemen, keberhasilan
suatu sistem informasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya
manusia, teknologi, data, serta sarana pendukung lainnya yang mampu
menjamin operasional sistem berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi ALMASIDA didukung
olen sumber daya yang cukup memadai berupa perangkat komputer,
jaringan internet, hosting website, domain, serta sumber daya manusia yang
bertugas mengelola sistem. Selain itu, terdapat dukungan dari pimpinan
yang memberikan fasilitas dan anggaran untuk keberlangsungan
operasional ALMASIDA. Ketersediaan sumber daya tersebut
memungkinkan sistem dapat beroperasi secara berkelanjutan dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengalami hambatan
yang berarti.

Dari perspektif Sistem Informasi Manajemen, ALMASIDA telah
memenuhi unsur input, proses, dan output informasi. Input berupa data
layanan dan dokumen yang diajukan masyarakat, kemudian diproses oleh
petugas melalui sistem digital, dan menghasilkan output berupa informasi
maupun layanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, temuan
penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar telah mendukung keberhasilan

implementasi ALMASIDA sebagai sistem informasi pelayanan publik.
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2. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kemauan
pelaksana dalam menjalankan suatu program. Menurut Nurdin Usman,
keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pelaksana
menerima dan mendukung program yang dijalankan. Apabila pelaksana
memiliki sikap positif terhadap program, maka proses implementasi akan
berjalan lebih efektif. ®

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana ALMASIDA
memiliki sikap yang positif terhadap penerapan pelayanan berbasis digital.
Para informan memahami bahwa ALMASIDA dikembangkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah masyarakat
dalam memperoleh layanan. Pemahaman tersebut menumbuhkan
komitmen untuk menjalankan sistem secara konsisten dan bertanggung
jawab.

Selain itu, para petugas juga merasakan manfaat langsung dari
penggunaan ALMASIDA karena proses pelayanan menjadi lebih
terorganisir dan efisien dibandingkan sistem manual. Sikap positif tersebut
tercermin dari kesediaan petugas dalam membantu masyarakat yang
mengalami kesulitan selama proses pelayanan berlangsung. Dengan
demikian, disposisi pelaksana dalam implementasi ALMASIDA dapat
dikategorikan baik karena adanya penerimaan, dukungan, dan komitmen

terhadap pelaksanaan program.

% S Nurdin and M B Usman, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum (Ciputat Pers,
2002), https://books.google.co.id/books?id=v2kaaaaacaa;.
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3. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ALMASIDA
didukung oleh SOP pelayanan yang jelas, pembagian tugas yang
terstruktur, serta koordinasi antara PTSP dan masing-masing seksi.
Menurut Nurdin Usman, struktur birokrasi yang jelas diperlukan agar
pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan terarah.%®

Keberadaan SOP memberikan kepastian pelayanan kepada
masyarakat dan membantu petugas menjalankan tugas sesuai standar yang
telah ditetapkan. Pembagian kewenangan yang jelas juga mendukung
efektivitas pelayanan karena setiap permohonan ditangani oleh unit yang
memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Dalam perspektif Islam, penerapan SOP dan pembagian tugas yang
jelas mencerminkan prinsip al-'adl (keadilan). Keadilan dalam pelayanan
publik diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang sama kepada
seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang pemohon. Dengan
adanya prosedur yang baku, setiap masyarakat memperoleh hak pelayanan
yang sama sehingga pelayanan menjadi lebih adil, transparan, dan

akuntabel.

% S Nurdin and M B Usman, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum (Ciputat Pers,
2002), https://books.google.co.id/books?id=v2kaaaaacaaj.



96

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Aplikasi Seputar
Informasi dan Data dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar

Mengenai  faktor pendukung dan penghambat implementasi
ALMASIDA dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi
yang dikemukakan oleh Nurdin Usman yang menjelaskan bahwa keberhasilan
implementasi suatu program dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung
maupun menghambat pelaksanaan program tersebut.®® Selain itu, pembahasan
juga dikaitkan dengan teori Sistem Informasi Manajemen dari Gordon B. Davis
yang menekankan pentingnya dukungan sumber daya, teknologi, serta kesiapan
pengguna dalam keberhasilan penerapan sistem informasi.'® Dalam perspektif
Islam, keberhasilan suatu program juga dipengaruhi oleh adanya kerja sama
(ta'awun), tanggung jawab (amanah), serta upaya untuk memberikan kemudahan
(taysir) kepada masyarakat.

1. Faktor Pendukung
a) Dukungan
Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang mendukung
implementasi ALMASIDA adalah tersedianya sarana dan prasarana
teknologi informasi yang memadai. Dukungan tersebut meliputi perangkat
komputer, jaringan internet, hosting, domain website, server, serta
dukungan anggaran yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Blitar. Ketersediaan fasilitas tersebut memungkinkan

% S Nurdin and M B Usman, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum (Ciputat Pers,
2002), https://books.google.co.id/books?id=v2kaaaaacaaj.
100 Eti, Rahayuningsih, dan Yanti, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan., him. 12
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ALMASIDA dapat beroperasi secara optimal dalam mendukung
pelayanan publik berbasis digital.

Temuan ini sejalan dengan teori Sistem Informasi Manajemen
Gordon B. Davis yang menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi
sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang mampu
mendukung pengelolaan dan penyebaran informasi secara efektif. Tanpa
dukungan teknologi yang memadai, sistem informasi tidak akan mampu
menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.’®* Hal ini sejalan dengan
penelitian Tahir dkk. yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan e-
government sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi
yang memadai. Dukungan perangkat teknologi dan jaringan yang baik
menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pelayanan berbasis
digital. Sama halnya dengan implementasi ALMASIDA yang didukung
oleh komputer, jaringan internet, hosting, domain, dan server sehingga
pelayanan dapat berjalan secara optimal.1%2

Dalam perspektif Islam, penyediaan fasilitas pelayanan merupakan
bentuk tanggung jawab (amanah) organisasi dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
menunjukkan adanya kesungguhan instansi dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat sehingga pelayanan dapat berlangsung secara efektif dan

memberikan kemaslahatan yang lebih luas.

101 Eti, Rahayuningsih, dan Yanti, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan., him. 12
102 Tahir et al., “Analisis Pelayanan Publik Berbasis Inovasi ( E-Government ) Di Kantor
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Gorontalo.”
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b) Adanya Struktur Organisasi dan Tim Pengelola yang Jelas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ALMASIDA
didukung oleh keberadaan struktur organisasi dan tim pengelola yang telah
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Blitar. Tim tersebut terdiri atas penanggung jawab,
koordinator, tim teknologi informasi, tim kreatif, dan tim redaksi yang
memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh adanya
pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi yang
baik akan memudahkan koordinasi antar pelaksana sehingga program
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Keberadaan tim pengelola ALMASIDA menunjukkan bahwa
implementasi sistem tidak bergantung pada satu individu, melainkan
dilakukan secara kolektif melalui koordinasi yang terstruktur. Kondisi
tersebut mendukung keberlangsungan sistem karena setiap permasalahan
maupun pengembangan layanan dapat diselesaikan melalui kerja sama
antaranggota tim.

Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut mencerminkan nilai
ta'awun (tolong-menolong dalam kebaikan). Setiap anggota tim saling
bekerja sama sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan
bersama, yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Nilai kerja sama tersebut sesuai dengan QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang
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memerintahkan umat Islam untuk saling membantu dalam kebajikan dan
ketakwaan. %
c) Antarmuka Sistem yang Sederhana dan Mudah Digunakan

Desain antarmuka ALMASIDA vyang sederhana dan mudah
dipahami oleh pengguna. Berdasarkan hasil penelitian, tampilan sistem
dirancang dengan menu yang jelas, navigasi yang mudah digunakan, serta
informasi yang tersusun secara sistematis sehingga masyarakat dapat
mengakses layanan tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

Temuan ini sesuai dengan teori Sistem Informasi Manajemen yang
menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan (user friendly) menjadi salah
satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem informasi. Sistem
yang mudah dipahami akan meningkatkan penerimaan pengguna serta
mempercepat proses adaptasi terhadap teknologi baru.

Kesederhanaan tampilan ALMASIDA membantu masyarakat dari
berbagai latar belakang untuk mengakses layanan secara mandiri tanpa
memerlukan pelatihan khusus. Dengan demikian, tujuan pelayanan yang
mudah, cepat, dan efisien dapat lebih mudah tercapai.

Dalam perspektif Islam, kemudahan pelayanan sejalan dengan
konsep taysir yang berarti memberikan kemudahan kepada orang lain.
Islam mengajarkan bahwa segala urusan hendaknya dilaksanakan dengan

cara yang memudahkan dan tidak mempersulit masyarakat. Oleh karena

103 Surat Al Maidah Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU
Online,” accessed September 29, 2025, https://quran.nu.or.id/al-maidah/2.
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itu, desain ALMASIDA yang sederhana merupakan bentuk implementasi
nilai kemudahan dalam pelayanan publik.
2. Faktor Penghambat
a) Rendahnya Literasi Digital dan Keterbatasan Perangkat Masyarakat

Berdasarkan hasil  penelitian, faktor penghambat utama
implementasi  Aplikasi Masyarakat Seputar Informasi dan Data
(ALMASIDA) adalah masih rendahnya literasi digital sebagian
masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama
dalam menggunakan teknologi informasi, terutama dalam mengakses
layanan digital, mengunggah dokumen, maupun mengoperasikan aplikasi
pendukung lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem
informasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga
kesiapan pengguna. Menurut Gordon B. Davis, pengguna merupakan salah
satu komponen utama dalam sistem informasi. Apabila pengguna belum
memiliki kemampuan yang memadai, maka pemanfaatan sistem tidak
dapat berjalan secara optimal.

Hal ini sejalan dengan penelitian Siti Marfu'ah, Ana Kumalasari, dan
Ida Swasanti (2024) yang menemukan bahwa rendahnya kemampuan masyarakat
dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu hambatan dalam

implementasi pelayanan publik berbasis digital. Keterbatasan pengetahuan dan

keterampilan teknologi menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam
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mengakses layanan secara mandiri. Kondisi serupa juga ditemukan pada
implementasi ALMASIDA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar.1%*

Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengubah dokumen ke
format digital juga menjadi hambatan yang menyebabkan proses
pelayanan sering mengalami keterlambatan.

Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya
prinsip ta'lim (memberikan edukasi). Organisasi tidak hanya bertugas
menyediakan sistem, tetapi juga perlu memberikan pendampingan dan
edukasi kepada masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan digital
secara optimal. Dengan demikian, manfaat ALMASIDA dapat dirasakan
oleh seluruh lapisan masyarakat

b) Belum Optimalnya Integrasi Antar Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Masyarakat Seputar
Informasi dan Data (ALMASIDA) saat ini masih berfungsi sebagai portal
layanan yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi lain yang
dimiliki oleh masing-masing seksi. Akibatnya, masyarakat masih harus
berpindah dari satu sistem ke sistem lain ketika mengakses layanan
tertentu.

Menurut teori Sistem Informasi Manajemen, integrasi merupakan
salah satu karakteristik penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem
yang terintegrasi akan mempermudah aliran informasi dan meningkatkan

efisiensi pelayanan. Sebaliknya, sistem yang belum terintegrasi secara

104 Kumalasari and Swasanti, “Digitalisasi Pelayanan Publik Ketidaksiapan Masyarakat
Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro.”
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penuh berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna karena
harus melalui beberapa tahapan tambahan dalam mengakses layanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan Aplikasi
Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA) masih perlu
dilakukan agar seluruh layanan dapat terhubung dalam satu platform yang
terpadu sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih sederhana dan
efektif.

Dalam perspektif Islam, pelayanan yang efektif dan tidak berbelit-
belit merupakan bagian dari prinsip taysir (kemudahan). Oleh karena itu,
integrasi sistem yang lebih baik diperlukan agar masyarakat dapat
memperoleh pelayanan yang lebih mudah dan efisien.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan layanan digital
masih perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Sang Ayu Nyoman
Sinta Dewi dkk. (2023) yang menekankan pentingnya inovasi dan
pengembangan fitur layanan digital secara berkelanjutan agar pelayanan
publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan fitur login
pengguna, tracking layanan, dan unduh dokumen menjadi langkah yang

penting untuk meningkatkan kualitas layanan ALMASIDA.%®

105 savitri, Udayana, and Selatan, “Jurnal llmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Transformasi Digital
Inovasi Pelayanan Publik Aplikasi JAKI Dalam Mewujudkan.”
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c) Belum Tersedianya Fitur Login, Tracking Layanan, dan Unduh Dokumen
Masih terbatasnya fitur yang tersedia dalam ALMASIDA.
Berdasarkan hasil penelitian, sistem belum menyediakan akun login
pengguna, fitur pelacakan status layanan (tracking system), maupun
fasilitas unduh dokumen hasil layanan secara mandiri.

Menurut Gordon B. Davis, sistem informasi yang baik harus mampu
menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh
pengguna.l® Ketiadaan fitur-fitur tersebut menyebabkan masyarakat
belum dapat memantau perkembangan layanan secara mandiri sehingga
masih harus melakukan konfirmasi kepada petugas apabila ingin
mengetahui status permohonannya.

Selain itu, belum tersedianya fasilitas unduh dokumen secara
langsung menyebabkan proses pelayanan masih memerlukan komunikasi
tambahan antara masyarakat dan petugas. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa digitalisasi pelayanan yang dilakukan belum sepenuhnya
terintegrasi dari tahap pengajuan hingga penerimaan hasil layanan.

Dalam perspektif Islam, pelayanan yang optimal harus mampu
memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat. Oleh karena
itu, pengembangan fitur login, pelacakan layanan, dan unduh dokumen
diperlukan agar pelayanan yang diberikan semakin efektif, transparan, dan

memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

196 Gordon B Davis, “Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen,” 2020.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Implementasi ALMASIDA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar telah berjalan dengan baik sebagai inovasi pelayanan publik berbasis
digital. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward 111, implementasi
ALMASIDA didukung oleh komunikasi yang mampu menyediakan informasi
layanan, persyaratan, dan prosedur pelayanan secara mudah melalui website
sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih praktis. Selain itu,
pelaksanaan layanan didukung oleh koordinasi antarunit, sumber daya dan
sarana teknologi yang memadai, disposisi atau komitmen pegwai dalam
memberikan pelayanan, serta struktur birokrasi yang didukung SOP dan
pembagian tugas yang jelas. Melalui dukungan tersebut mampu
mempermudah akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat secara lebih
efektif dan efisien.

2. Keberhasilan implementasi ALMASIDA didukung oleh ketersediaan sarana
dan prasarana teknologi informasi, dukungan pimpinan, sumber daya manusia
yang kompeten, serta sistem yang mudah digunakan. Namun, implementasinya
masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya literasi digital
sebagian masyarakat, keterbatasan perangkat pengguna, kurang optimalnya
sosialisasi, serta belum tersedianya beberapa fitur pendukung layanan. Oleh
karena itu, diperlukan pengembangan sistem dan peningkatan pemahaman

masyarakat agar pemanfaatan ALMASIDA dapat berjalan lebih optimal.

104



105

B. Saran

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, perlu menambah tenaga
ahli IT agar fitur otentikasi pengguna dan pelacakan status permohonan dapat
segera diwujudkan, mempercepat integrasi antar sistem, mengoptimalkan
sosialisasi hingga ke pelosok desa, serta mengadakan pelatihan rutin bagi
pegawai untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan.

2. Bagi masyarakat, hendaknya lebih proaktif mempelajari dan memanfaatkan
Aplikasi Masyarakat Seputar Informasi dan Data (ALMASIDA), serta turut
mendampingi kelompok lansia dalam menggunakan layanan digital.
Masyarakat juga dapat menyampaikan Kkritik dan saran melalui fitur Ruang
Aspirasi untuk perbaikan bersama.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan meneliti dari perspektif pengguna
layanan secara lebih mendalam, melakukan studi komparatif antar daerah, serta

mengevaluasi dampak jangka panjang implementasi ALMASIDA.
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LAMPIRAN

Instrumen Wawancara

Nama : Bapak Dr. Syaikhul Munib. M.Ag

Hari/Tanggal : Senin, 05 Februari 2026

No Pertanyaan Jawaban

1. | Sejak Kapan | Ya, itu ALMASIDA saya mulai migrate-
ALMASIDA mulai | nya itu 2022, kemudian mulai aktif
diterapkan dan layanan | digunakan 2023 sampai sekarang.
yang terdapat di dalam | Kemudian ALMASIDA itu sebetulnya
website tersebut apa | hanya display seluruh layanan yang ada
saja? di kantor Kemenag. Di situ di
ALMASIDA itu memuat menu-menu
atau tiap seksi ini saya buatkan etalase-
etalase, bila masyarakat mengeklik salah
satu etalase maka nanti terbuka lagi
layanan apa saja per seksi. Jadi semacam
itu, ya mungkin masih belum sempurna
tapi setidaknya itu mampu membuat
masyarakat jadi tahu, apa sih Kantor

Kementerian Agama ini isinya apa saja.

2. | Apa saja fitur yang | Di ALMASIDA ada fitur seperti Ladumi,
terdapat  di  dalam | Lasumi dan Laformi. Namun untuk layanan
aplikasi ALMASIDA? | di tiap seksi belum langsung ada di dalam
ALMASIDA. Misalnya untuk Seksi
Pendma, ketika pengguna mengklik menu
Pendma, nanti akan langsung menuju
sistem SIDIA. Kemudian untuk urusan
kepegawaian, ALMASIDA digunakan
secara internal oleh pegawai kantor untuk

mengajukan cuti. Ada juga fitur untuk
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pendaftaran nikah online. Selebihnya,
untuk seksi-seksi lainnya iitu kalau di di
klik masuknya ke website nasional masing-

masing.

Fitur terdapat

yang
dalam website seperti
LADUMI, LAFORMI
LASUMI, LADAMI itu

sbenrnya apa ya pak?

lya, itu lebih untuk mempersingkat waktu
layanan publik ke kantor ini. Misalnya
Lasumi, Layanan Surat Resmi. Misalnya
ada entah pemerintah desa atau
masyarakatnya sekalipun membutuhkan
informasi dari kantor ini. Misalnya ya, Pak
RT-nya butuh data masjid seluruh
Kabupaten Blitar, maka beliaunya Pak RT
cukup membuat ~ surat permohonan
kemudian mengeklik Lasumi itu, di-upload
di situ. Maka nanti akan langsung direaksi
kemudian diberi
yang

diberikan Pak RT itu, misalnya WA atau

oleh operator kami

jawaban lewat sarana informasi
email dan sebagainya. Itu contoh Lasumi.
Kemudian ada Ladumi, ada macam-
macam, sama fungsinya sama. Itu untuk

mempersingkat layanan itu biar lebih cepat.

Bagaimana tahapan
permohonan  diajukan
masyarakat hingga

layanan selesai?

Ya, di situ sebetulnya ada lagi di
dalamnya aplikasi lagi ya jadi semacam
cek ketika ini sudah terlayani finish atau
belum itu ada. Hampir semua layanan
termasuk buku tamu ya saya online-kan
juga. Misalnya jenengan seperti ini,
masuk oleh operatornya dimasukkan
sebagai peminta layanan atau pemohon
layanan, maka nanti saya yang tujuan

pelayanan ini entah misalnya saya, maka
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saya handle. Maka nanti setelah ini
selesai saya klik bahwa ini sudah tuntas.
Itu contoh kalau konsultasi semacam ini.
Kalau surat demikian juga, misalnya
masyarakat minta rekom atau surat
keterangan apalah. Begitu saya atau yang
lain melayani tuntas maka  nanti
mengeklik di aplikasi itu bahwa layanan

ini sudah tuntas. Semacam itu.

Bagaimana pembagian

tugas dan tanggung

jawab admin dalam

pengelolaan layanan?

Khusus untuk layanan yang jenengan
sebut Lasumi, Ladumi itu ini memang
bagian depan ini, PTSP. Kemudian tiap
menu, seksi apa-apa masing-masing di
ruangan itu sudah punya admin. Jadi
begitu ada permohonan masuk nanti
dihubungi PTSP ini, semacam kemarin
kan jenengan lapor ke sini maka nanti
permohonan layanan itu nyampai ke saya
maka kita buat janjian seperti kemarin
inilah aksi layanannya semacam ini. Jadi
masing-masing ruangan itu sudah punya

admin.

Apakah ada standar
operasional

atau SOP khusus untuk

prosedur

pengelolaan layanan Al-

Mas'idah ini?

Ya sebenarnya gini, kalau bicara soal
layanan seluruh yang diemban oleh
kantor ini tiap item itu memang punya
SOP. Misalnya rekom mau mendirikan
masjid itu SOP-nya permohonannya
seperti apa, mau rekom mutasi siswa
misalnya itu semua ada. Jadi kalau
ditindaklanjuti  setelah ~ALMASIDA
maka nanti si pemohon ini akan masuk

lagi ke aplikasi yang harus memenuhi
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syarat SOP. Jadi ALMASIDA itu lebih ke
deteksi awal skema biar nanti lebih akurat
siapa ini yang harus men-handle. Ini
misalnya jenengan ya dari Gandusari
pengen mendirikan MI misalnya, maka
setelah mengeklik ALMASIDA ngasih
surat permohonan saya mau mendirikan
ini ini bagaimana. Nanti langsung
direaksi oleh PTSP jepret maka langsung
Pendma atau adminnya Pendma yang
men-handle mengontak jenengan ngasih
bimbingan sampai tuntas. Kalau bicara
pertanyaannya SOP, ya semua item
layanan di sini punya SOP. Oke, kalau
mau mengakses ada di website-nya PPID.
Jadi ada di situ di link-nya itu PPID
semacam layanan untuk informasi
apapun di situ. Mau minta SOP-nya
mendirikan apa, mau SOP-nya minta
rekom, mau SOP-nya misalnya informasi
haji dan sebagainya di situ sudah saya
kelompokkan di situ biar nggak campur-
campur di ALMASIDA. Jadi
ALMASIDA itu lebih ke kayak terminal,
terminal layanan. Begitu mau jurusannya
mau ke mana misalnya ke Malang atau ke
Kediri maka langsung di-handle oleh
kernet-kernet layanannya semacam itu.

Paham ya?

Apa perbedaan sistem

pelayanan sebelum dan

Lebih ke ini, untuk peningkatan kualitas
layanan sekaligus efisiensi waktu. Kalau

dulu kan lebih konvensional orang harus
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sesudah  penggunaan

almasida?

datang ke sini kalau ada kesalahan pulang
lagi. Besoknya di depan sudah ada
komputer. Nah, sekarang untuk yang
konvensional atau tradisional begitu
datang misalnya kurang kalimatnya salah
bisa dibenahi di sini langsung. Demikian
juga dengan ALMASIDA nggak usah
datang ke sini cukup koordinasi lewat situ
nanti selesai mereka bila itu bentuknya
berkas maka ke sini sudah mengambil
berkas. Semacam itu idealnya untuk bisa

terjadi layanan maksimal semacam itu.

Bagaimana tanggapan

masyarakat  terhadap
layanan digital melalui

almasida?

Faktor apa saja yang
emndudkung
kelancaran operasioanl

almasida?

Ya faktornya kalau untuk ALMASIDA
ya sudah jelas pendukungnya kantor ini
sudah melayani fasilitas karena itu kan
berbasis internet maka per tahun kan
harus membayar layanannya hosting-nya
itu sudah 100%

Kemudian

domain-nya sudah

didukung oleh  kantor.

operasionalnya karena ini sifatnya
terminal semua bisa mengakses termasuk
operator-operator di sini maka sudah
nggak ada kendala untuk di sini. Kalau
mau bicara kendala maka kendalanya
justru di masyarakat yang mungkin masih

banyak yang gaptek gitu mbak.

10.

Kendala apa saja yang

sering dihadapi dalam

Karena kan nggak semua orang paham

itu. Terus misalnya ada yang paham
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pengelolaan
dalam

almasida?

layanan

operasioanl

punya HP mengakses ALMASIDA mau
bikin  suratnya, surat permohonan
misalnya kan harus di-scan kemudian di-
upload di ALMASIDA nah masyarakat
kan nggak semuanya punya hp atau
istilahnya nggak bisa uploadnya tata
caranya.. Tapi  minimal  dengan
ALMASIDA dia tahu oh syaratnya ini ini
ini disiapkan dulu baru nanti karena
nggak bisa maka datang ke sini minimal

informasi awal dia sudah dapat.
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Instrumen Penelitian

Nama : Bapak Musoim
Jabatan : Admin PTSP (Tim IT)
No Pertanyaan Jawaban
1.| Bagaimana peran Pertama itu kan saya menerima permohonan
Bapak/Ibu sebagai yang masuk melalui ALMASIDA. Terus,
admin PTSP dalam enggak langsung saya oper gitu aja, tapi saya
sistem ALMASIDA? | periksa dulu kelengkapannya. Kalau dirasa
udah oke dan lengkap semua, baru deh setelah
itu saya teruskan ke admin seksi yang
berwenang. Jadi alurnya lewat saya dulu buat
screening awal, baru lanjut ke seksi masing-
masing
2.| Apakah Bapak/lbu Jadi waktu itu ada sosialisasi dari Kasubag
mendapat pelatihan TU pas pertama kali aplikasi ini
khusus sebelum diluncurkan. Nah, sisanya ya saya belajar
mengoperasikan sendiri aja sambil jalan, otodidakt gitu lah
ALMASIDA? istilahnya. Tapi ya alhamdulillah, karena
tiap hari megang itu terus, sekarang mah
sudah terbiasa banget, udah di luar kepala
lah kasarnya
3.| Apakah ALMASIDA | lya, aplikasi ini cukup mempermudah
mempermudah pelayanan. Kalau dulu banyak masyarakat
pekerjaan Bapak/lbu? | yang harus datang langsung hanya untuk
tanya-tanya informasi, sekarang sebagian
sudah bisa dilakukan secara online. Jadi,
masyarakat bisa lebih praktis tanpa harus
selalu datang ke kantor. Tapi, sampai
sekarang penggunaannya memang belum
terlalu banyak karena masih ada masyarakat
yang belum mengetahui adanya layanan ini.
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Selain itu, untuk orang-orang yang sudah
lanjut usia juga masih banyak yang kesulitan
menggunakan teknologi atau belum terbiasa
dengan sistem online, jadi mereka lebih

memilih datang langsung

.| Apakah masyarakat
lebih sering
menggunakan
ALMASIDA
disbanding datang

Seperti yang saya jelaskan tadi mbak, memang

belum semua masyarakat menggunakan

aplikasi tersebut. Saat ini mungkin baru sekitar
yang
sedangkan sisanya masih datang langsung ke

beberapa menggunakan  aplikasi,

langsung? kantor. Biasanya karena mereka kurang paham
cara menggunakan aplikasi atau memang tidak
memiliki perangkat yang mendukung untuk
mengakses layanan online
.| Apakah ada perubahan | Kalau perubahan mungkin ya antrean cukup

dari adanya aplikai

berkurang. Biasanya misal dalam sehari
sekitar 20 orang datang lansung, itu mungkin
bisa berkurang menjadi 10-15. Ya lumayan
berkurang karena ada beberapa masyarakat
yang sudah paham bisa langsung mengakses
layanan online dan mengunggah berkasnya
lewat website, kalau yang sepuh-sepuh gitu
masih sering datang ke kantor. Jadi waktu
pelayanan juga terasa lebih fleksibel. Tapi ya,
penerapannya memang masih bertahap mbak,
dan ke depannya aplikasi ini masih akan terus
dikembangkan agar penggunaannya bisa lebih

maksimal.

ini?
.| Apa  faktor  vyang
memudahkan  Anda

menjalankan tugas

sebagai admin?

Alhamdulillah, untuk fasilitas pendukung
sejauh ini sudah cukup baik mbak. Jaringan
internet di kantor juga relatif stabil, jadi

jarang ada kendala saat pelayanan
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berlangsung. Fasilitas yang lain kaya scan,
komputer yang digunakan juga cukup
sehingga membantu proses pelayanan jadi
lebih lancar. Selain itu, mungkin dari
tampilan atau antarmuka aplikasinya juga
sederhana dan mudah dipahami, jadi baik
petugas  maupun  masyarakat  yang
menggunakan itu nggak erlalu kesulitan saat

mengoperasikannya.

.| Bagaimana pendapat | Kalau aplikasi ini sebenarnya masih belum
Anda mengenai fungsi | sempurna. Ibaratnya aplikasi ini tu display
ALMASIDA saat ini? | untuk masyarakat memudahkan pelayanan,
mungkin untuk lebih berfungsi di PTSPnya
mbak, ya serprti yang dijelaskan di awal tadi
kalau aplikasi ini memudahkan masyarakat
untuk mengajukan layanan di bagian PTSP,
bisa langusng aja misal mau minta surat
rekom, nah itu ada fitur LASUM I tinggal kirim
dokuemnnya lewat situ, isi data diri dan juga
noor yang bisa dihubungi misal wa atau email
yang lebih mana, terus nanti kami bagian PTSP
mengecek bagaimana berkasnya sudah
lengkap atau belum, sudah sesuai dengan
ketentuan atau belum kalau sudah ya Kita
teruskan ke admin seksi yang berkepentingan.
Terus kalo misal mengirimkan berkasnya
berkasnya langsung menuju ke seksi2 tu belum

ada, Jadi ya masih perlu dikembangkan.

.| Apa kendala teknis | Misalnya ada pemohon yang mengunggah
atau non-teknis yang | dokumen kurang jelas atau format berkas
sering dihadapi? yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan.

Kalau sudah seperti itu, biasanya berkas
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harus kami kembalikan terlebih dahulu
mbak, lalu kami menghubungi pemohonnya
dulu  biasanya kami telfon  untuk
mengunggah ulang dokumen yang benar
dan sesuai. Jadi prosesnya kadang
membutuhkan waktu tambahan juga.

Kalau non teknis sendiri, memang
kendalanya ini di sumber daya manusia,
beda kalau yang punya ini misalkan warga
Kota Malang, masyarakatnya itu yaa udah
canggih semua kan, beda dengan Kita.
Kemudian, kendala nya itu kan di Kantor
sini tiap periode itu ada rollingan pegawai,
mungkin saya suatu saat pindah di sekolah,
MAN misalnya. Maka itu akan menjadi
kendala Kkita setelah ~memahami ini
ALMASIDA tapi karena adanya rollingan
itu, pegawai baru yang menghandle harus
beradaptasi memahami lagi. Itu juga salah
satu kendalan. Tapi overall ya baguslah itu
untuk menunjang layanan. Kalau bicara
tentang nasional, di Jakarta kan juga sudah
ada aplikasi yang sudah lebih maju. Ini lebih
ke peningkatan efisiensi ya, supaya
pelayanna masyarakat bisa cepat dapat

informasinya.

.| Bagaimana cara Anda
mengatasi kendala

tersebut?

Kalau ada dokumen yang kurang jelas atau
salah format, biasanya saya hubungi
langsung pemohonnya lewat telepon atau
WhatsApp untuk  memberitahu  kalau
berkasnya perlu diperbaiki apa aja yang

masih kurang. Terus kadang juga ada misal
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uploadnya di g-drive itu link aksesnya belum
diubah. Jadi kami bantu arahkan supaya
dokumen yang dikirim sudah sesuai dengan

ketentuan
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Instrumen Penelitian

Nama : Axelda Martha, S.Pd
Jabatan : Humas (Tim Redaksi Pengelola Website dan Media Sosial)
No. Pertanyaan Jawaban

1.| Apa latar belakang | “Jadi gini, sekarang Kementerian Agama itu

pengembangan lagi menjalankan program namanya Asta
Aplikasi
ALMASIDA? Protas Kemenag Berdampak. Program ini

isinya delapan program prioritas dari Pak
Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar,
untuk periode 2025 sampai 2029. Nah,
program ini juga sebenarnya mendukung Asta
Cita serta program prioritas dari Presiden
Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Terus
Salah satu fokus utamanya itu digitalisasi tata
kelola. Karena sekarang pelayanan dituntut
makin cepat, transparan, dan mudah diakses
masyarakat. Nah, dari situ  Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Blitar
mengembangkan ALMASIDA sebagai salah
satu inovasi layanan digital. Tujuannya ya
supaya pelayanan ke masyarakat bisa lebih
efektif, praktis, dan memudahkan masyarakat
dalam mengakses layanan yang ada di

Kemenag. Selain mendukung digitalisasi,
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ALMASIDA ini juga sejalan dengan program
Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Jadi harapannya, pelayanan di Kemenag bisa
semakin bersih, transparan, akuntabel, dan

tentunya lebih melayani masyarakat.”

.| Apa sebenarnya | ALMASIDA itu singkatan dari Aplikasi
konsep dan pengertian | Layanan Masyarakat Seputar Informasi
dari ALMASIDA? dan Data. Sebenarnya konsepnya simpel sih,
jadi ALMASIDA ini kayak rangkuman semua
layanan yang ada di Kantor Kemenag
Kabupaten Blitar tapi dibuat dalam bentuk
online. Jadi masyarakat itu nggak perlu
bingung lagi, misal mau ngurus apa terus harus
ke bidang mana. Tinggal buka ALMASIDA
aja, nanti di situ sudah ada informasi layanan
lengkap dari masing-masing bidang. Termasuk
profil kantor juga ada. Jadi semuanya
dikumpulkan jadi satu portal biar lebih
gampang diakses masyarakat.

.| Apa saja tujuan utama | “Kalau tujuan utama dari ALMASIDA sendiri
dikembangkannya ada empat sih mbak. Yang pertama itu buat
ALMASIDA? ningkatin kualitas pelayanan ke masyarakat,
jadi pelayanan bisa lebih cepat, gampang, dan
jelas. Yang kedua, ALMASIDA ini juga jadi
salah satu cara buat memotivasi semua pihak
supaya bisa memberikan pelayanan yang
bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Jadi
sejalan juga sama konsep birokrasi yang bersih
melayani. Terus yang ketiga, karena sekarang

zamannya sudah serba digital, jadi
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ALMASIDA ini  juga dibuat buat
mengakomodir  perkembangan  teknologi
dalam kegiatan birokrasi. Biar pelayanan di
Kemenag nggak ketinggalan zaman dan lebih
modern Terus aplikasi ini juga buat
memotivasi pegawai supaya terus belajar dan
meningkatkan kompetensi diri. Jadi bukan
cuma masyarakat yang dimudahkan, tapi
pegawai juga didorong buat terus adaptasi
sama perkembangan teknologi.

.| Siapa saja sasaran dari | Kalau sasaran dari program ALMASIDA ini
program sebenarnya dibagi jadi dua mbak, ada internal
ALMASIDA? sama eksternal. Kalau yang internal itu ya
seluruh pegawai di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Blitar. Jadi semua pegawai
diharapkan tahu dan bisa mengoperasikan
ALMASIDA sesuai bidangnya masing-
masing. Selain itu, mereka juga punya tugas
buat bantu sosialisasiin aplikasi ini ke
masyarakat, termasuk membantu kalau ada
masyarakat yang masih bingung atau butuh
pendampingan menggunakan ALMASIDA.
Nah kalau sasaran eksternalnya ya masyarakat
umum sama stakeholder yang membutuhkan
layanan atau kerja sama dengan Kantor
Kemenag Kabupaten Blitar.

.| Layanan apa saja yang | Di PTSP itu ada empat layanan utama yang
tersedia di  dalam | kita kelola lewat ALMASIDA. Kalau yang
ALMASIDA? pertama itu Lasumi, singkatan dari Layanan
Surat Resmi. Jadi misalnya njenengan mau
ngajuin surat penelitian atau surat resmi

lainnya, nggak perlu jauh-jauh datang ke
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kantor cuma buat nganter surat. Contohnya nih
dari Gandusari mau kirim surat penelitian ke
Kemenag Blitar, tinggal upload atau kirim aja
lewat Lasumi. Nanti kalau suratnya sudah
kami terima dan diproses, baru kami hubungi
lagi. Jadi lebih praktis dan hemat waktu kan.
Terus yang kedua ada Laformi, kalua
kepanjangan Layanan Informasi Resmi. Nah
ini biasanya dipakai kalau masyarakat butuh
informasi resmi dari kantor. Jadi tinggal
ajukan aja lewat layanan itu, nanti akan
diarahkan sesuai kebutuhan informasinya.
Terus yg ketiga itu Lakonmi atau Layanan
Konsultasi Resmi. Kalau ada masyarakat yang
bingung terkait suatu layanan, misalnya nih
mau mendirikan TPQ tapi belum ngerti
alurnya gimana, syaratnya apa aja, itu bisa
konsultasi lewat Lakonmi. Tinggal isi data diri
sama keperluannya apa, nanti dari kami bantu
arahkan. Terus yang terakhir ada apa ya kalua
ngga salah Ladami itu bisa digunakan kalau
masyarakat butuh data atau dokumen resmi
dari Kantor Kemenag Kabupaten Blitar,
pengajuannya bisa lewat layanan itu juga. Ke
empat layanan ini dibuat supaya masyarakat
lebih  mudah. Mulai dari urusan surat,
informasi, konsultasi, sampai permintaan data
dan dokumen, semuanya bisa diakses lebih
praktis lewat ALMASIDA tanpa harus bolak-
balik datang ke kantor

.| Apa saja hasil yang | Harapannya dengan adanya ALMASIDA ini

diinginkan dengan | semua pelayanan di Kemenag bisa lebih




124

diterapkannya gampang dan nggak ribet. Misalnya urusan
ALMASIDA? surat-menyurat, sekarang kan bisa lebih tertata
dan lebih cepet prosesnya karena sudah lewat
sistem PTSP sama online juga. Jadi
masyarakat nggak perlu bingung alurnya
gimana. Terus kalau masyarakat butuh
informasi juga sekarang lebih gampang. Mau
lihat lewat media sosial, humas, web PPID,
atau lainnya tinggal akses aja, nggak harus
datang ke kantor cuma buat tanya informasi.
Kalau ada yang mau konsultasi juga bisa lebih
enak. Misalnya bingung soal layanan tertentu,
nanti bisa konsultasi lewat PTSP, call center,
atau datang langsung, terus dari kami juga bisa
lebih cepat bantu ngarahin. Sama kalau ada
yang butuh data atau dokumen resmi,
harapannya juga bisa lebih cepat dilayani, jadi
nggak bolak-balik atau nunggu lama. Kita
pengen masyarakat itu ngerasa lebih
dimudahkan, pelayanannya lebih cepet, lebih
jelas, dan lebih nyaman sejak ada ALMASIDA

ni

.| Apakah ada data | Kabupaten Blitar ini wilayahnya luas. Kalau
statistik yang | tidak salah Kami memiliki 22 kecamatan,
menunjukkan 2.694 majelis ta'lim, 158 pondok pesantren,
besarnya cakupan | 1.368 madrasah diniyah takmiliyah, 973
layanan di Kabupaten | Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), 28
Blitar? madrasah negeri, 406 RA dan madrasah
swasta. Total personel ASN kami mencapai
1.508 orang. Dengan jumlah lembaga dan
masyarakat yang begitu besar, digitalisasi

layanan melalui ALMASIDA menjadi sebuah
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keniscayaan. Kami tidak mungkin melayani
semuanya secara manual. ALMASIDA adalah
solusi untuk menjangkau layanan ke seluruh

pelosok Kabupaten Blitar

.| Apakah ALMASIDA | Masih banyak bentuk layanan yang mungkin
sudah sempurna atau | belum terakses secara maksimal. Tapi dengan
masih ada yang perlu | adanya ALMASIDA, setidaknya beberapa
dikembangkan? layanan sudah bisa kami optimalkan dengan
model layanan yang lebih inovatif. Perubahan
dalam sistem birokrasi adalah sebuah
keniscayaan. Kami terus berkomitmen untuk
memperbaiki dan mengembangkan
ALMASIDA ke depan, terutama dalam hal
integrasi dengan sistem-sistem nasional di
setiap seksi. Yang terpenting, ALMASIDA
sudah menjadi langkah awal yang baik menuju

layanan publik berbasis digital

.| Bagaimana kaitan | "ALMASIDA sejalan dengan program Zona
ALMASIDA dengan | Integritas yang targetnya adalah Wilayah
program Zona | Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Integritas? Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ada
enam area penguatan dalam Zona Integritas,
yaitu manajemen perubahan, penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen
SDM, penguatan akuntabilitas  Kinerja,
penguatan pengawasan, dan peningkatan
kualitas pelayanan publik. ALMASIDA ini
masuk ke dalam area peningkatan kualitas
pelayanan publik dan penataan tatalaksana.
Dengan ALMASIDA, proses layanan menjadi

lebih transparan, terdokumentasi, dan mudah
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birokrasi yang bersih dan melayani

diawasi, sehingga mendukung terciptanya

Surat Balasan lzin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BLITAR
Jalan Ahmad Yani Nomor 103 Blitar 66131
Telepon 082140075373; Email: kabblitar@kemenag.go.id
Website: blitar.kemenag.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

: B-58/Kk.13.31/HM.00/02/2026 6 Februari 2026

: Biasa

: Pemberian Izin Penelitian

Kepala
Yth. Dekan Fakultas limu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas limu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor:
252/Un.03.1/TL.01.04/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 hal izin penelitian.
Dengan ini kami tidak keberatan memberikan izin atas permohonan

tersebut.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala,

FARMADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




127

Dokumentasi Wawancara

i
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara
wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil,
transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat
mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.
Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan
Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini
memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat
dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan

yang diberikan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar menyelenggarakan survei
kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan
digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam
rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan
harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga
disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode

sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat
Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan

pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan
publik secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi

3
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1.3

penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;

Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi

penyelenggara pelayanan.

Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang

bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada

pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Blitar. yaitu :

1.

Persyaratan: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan
melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta
pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan
serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah
hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis

pelayanan.
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6. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengalaman

7. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan
tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai
sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan

pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu

1 (satu) tahun.

1.5 Jumlah Responden

Jumlah responden survei kepuasan sebanyak 288 responden.



BAB I

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang

diperoleh yaitu 288 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 124 43,1%
Perempuan 164 65,9%
2 Pendidikan Tidak Sekolah 0 0%
SD/Sederajat 0,3%
SMP/Sederajat 3 1%
SMA/Sederajat 14 4,9%
D1/D2/D3 8 2,8%
D4/S1 213 74%
S2 48 16,7%
S3 1 0,3%
3 Pekerjaan ASN 263 91,3%
TNI 0 0%
POLRI 0 0%
Swasta 19 6,6%
Wirausaha 2 0,7%
Ibu Rumah Tangga | 1 0,3%
Pelajar/Mahasiswa | 1 0,3%
Petani/Nelayan 0 0%
Pekerja 0%
Lepas/Freelance 0
Pensiunan 0,7%

Lainnya

0%
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Kategorisasi Non Disabilitas 286 99,3&
Pengguna
4 Layanan
Disabilitas 2 0,7%
5
Kategorisasi Jenis | Disabilitas Fisik 2 0,7%
5 Disabilitas
Disabilitas 0%
Intelektual
Disabilitas Mental 0 0%
Disabilitas Sensorik | 0 0%
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2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat
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y Prosedur Waktu Biaya Produk | Kompetensi | Perilaku Aduan Sarpras
Rerata IKM Per Unsur
88,19 87,85 86,46 86,37 87,76 86,33 87,28 86,55 85,20
IKM Unit Layanan
86,89

Mutu Unit Layanan




Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

o )
b\}b &

&
& & A P

Nilai SKM Per Unsur
88,5

86

855

85

84,5

84

83,5
.\.g‘i} && Qoé'\

o $ S
X RS

& ;g,b\ \ﬁ& o

& & A

m Nilai SKM Per Unsur

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa secara kuantitatif,
sarana dan prasarana nilai terendah yaitu 85,21. Sementara, secara kualitatif dari
kritik dan saran, kami menerima banyak masukan terkait sikap petugas yang kurang
komunikatif, dan kurang menjaga penampilan pada pegawai PTSP dan satpam. Juga
terdapat masukan terkait ketersediaan buku tamu.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut
yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih
penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.
Fokus utama kami adalah meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta
pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana termasuk buku tamu. Berdasarkan hasil
analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan
layanan kedepan.
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excellent

Rencana Tindak Penanggung
No Unsur Waktu
Lanjut Jawab

1 Sarana dan | Menyediaan buku | November 2025 | PTSP

Prasarana tamu pada meja

Satpam

2 Perilaku Memberikan pelatihan | November 2025 PTSP

Petugas khusus terkait service

Menerapkan  sistem
reward & punishment
berbasis umpan balik

pengguna
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BAB Il

HASIL TINDAK LANJUT SKM

141

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar

menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti

dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM

No Unsur IKM
1 Persyaratan 88,19
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 87,85
3 Waktu Penyelesaian 86,46
4 Biaya/Tarif 86,37
5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 87,76

Pelayanan

6 Kompetensi Pelaksana 86,33
7 Perilaku Pelaksana 87,28
8 Penanganan Pengaduan, Saran, 86,55

dan Masukan

9 Sarana dan Prasarana 85,20

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan

intervensi lanjutan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten telah menyusun dan

menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



Apakah RTL Telah

Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon

No Rencana Tindak Lanjut Ditindaklanjuti Dijabarkan ditambahkan . Dﬂ(:;aet:t:ﬂ
(Sudah/Belum) tantangan/hambatan yang dihadapi)
Menyediaan buku tamu pada meja
Satpam Perubahan alur pengguna layanan
1 Sudah pada awal kedatangan yaitu mengisi
daftar tamu di meja satpam
Memberikan pelatihan  khusus
terkait service excellent Petugas PTSP mengikuti pelatihan
2 Sudah melalui zoom meeting dari Kanwil
Kemenag Provinsi Jawa Timur
Menerapkan sistem reward &
unishment berbasis umpan balik Fetugas PISE fetballcdlberikan
3 |P P Sudah sertifikat penghargaan dan diberikan

pengguna

pada saat upacara
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BAB IV
KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu

periode mulai Januari hingga November 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Sebanyak 288 orang mengisi SKM pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Blitar di tahun 2025.

e Pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar,

secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 86,89.
e Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu sarana dan prasarana.

e Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar telah melaksanakan tindak lanjut
hasil SKM.

11
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LAMPIRAN

1. Tabel Rekap Kuesioner
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.

£ Tepn Sephm fomat Oata Aot Bses Suman

A B e @Y O T %A e s - -[B]s B TeA D E-3-H-A-wEETR-I
I e ——

- an TR B R : : ’
- o e . ' .
rm . » a2 s ) . ’
- raa o . . .
e o DR . . .
- - » ’

- Taa « e . . . .
o - s ’ ) . s
o - v o ’ ’
- raa $il i ie ‘ « ‘ .
o - .o ‘ . .

- ran o ’ ’ ) '
o ™ o s . . ' ‘ '
o e P . . 3

o - v a2 s ’ s
- e o s s 3 3

e - e ‘

14



145

2. Tabel Koding Kuesioner
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4. Statistik Jawaban Kuesioner

Jenis Kelamin
288 jawaban

@ Laki- laki
® Perempuan
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Pendidikan
288 jawaban

Usia
288 jawaban

Pekerjaan
288 jawaban

/

18.4%
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@ Tidak sekolah
@ SD/Sederajat
© SMP/Sederajat
@ SMA/Sederajat
@ D1/D2/D3

@® D4/s1

@ s2

®s3

@ <17 tahun

@ 17-25 tahun
@ 26-34 tahun
@ 35-44 tahun
@ 45-54 tahun
@ 55-65 tahun
@ >65 tahun

@ ASN

@™

@ POLRI

@ Swasta

@ Wirausaha

@ bu Rumah Tangga

@ Pelajar/Mahasiswa

@ Petani/Nelayan

@ Pekerja Lepas/Freelance
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Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas?
288 jawaban

®va
@ Tidak

Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/’dampingi? (Jika tidak, lewati)
2 jawaban

@ Disabilitas Fisik

@ Disabilitas Intelektual
@ Disabilitas Mental

@ Disabilitas Sensorik

Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas dan mudah dipahami
288 jawaban

200
150
127 (44,1%)

100

50

1(0,3%) 3(1%)
0 |
1 2
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Prosedur/Alur layanan mudah dipahami dan dilakukan
288 jawaban

100
50
0 (0%) 2(0.7%)
0 |
1 2

Layanan yang diberikan sudah tepat waktu
288 jawaban

150
100
50
0(0%) 3(1%)
0 l
1 2

148

150 (52,1%)

136 (47,2%)

150 (52,1%)
135 (46,9%

Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami

288 jawaban
150
100
50
2(0,7%) 4(1,4%)
0 J
1 2

14340.C5) 139 (48,3%)
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Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan

288 jawaban
150
100
50
0(0%) 3(1%)
0 |
1 2

Petugas merespon kebutuhan dengan cepat
288 jawaban

150
100
50
0(0%) 4(1,4%)
0 |
1 2

150 (52,1%)

135 (46,9%)

140 (48,6%) 144.50%)

Aplikasi sistem pelayanan merespon kebutuhan dengan cepat (membuka halaman, konten,

pencarian informasi,unduh/unggah)
288 jawaban

200
150
100
50
0 (0%) 5(1.7%)
|
0 |
1 2

157 (54,5%)

126 (43,8%)
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150

Petugas melayani saya dengan ramah
288 jawaban

200

i 165 (57,3%)

119 (41,3%)

100

50
0(0%) 4(1.4%)
L

Fitur pada aplikasi sistem layanan mudah digunakan
288 jawaban

200
150 153 (53,1%)

129 (44,8%)
100

50
1(0,3%) 5(1,7%)
|

1 2

Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses

288 jawaban
150
147 (51%)
137 (47,6%)
100
50
0(0%) 4(1,4%)
0 |
1 2
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Sarana prasarana nyaman dan mudah digunakan
288 jawaban

200

150

152 (52,8%)

133 (46,2%)
100

50
0(0%) 3(1%)
!

1 2

Sistem layanan online berfungsi dengan baik tanpa mengalami kendala
288 jawaban

200

150

118 (41%)

100

50
13 (4.5%)
0(0%)
0 |
1 2 3 4
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